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HALAMAN MOTTO 

 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebaijkan”
1
 

Q.S. An-Nahl (16) : 90 

 

“…bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang 

tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak…”
2
 

Q.S. An-Nisa‟ (4) : 7 

 

  

                                                           
1
Qur‟an Kemenag Versi 1.3.4.4 (Kementrian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf) 

2
Qur‟an Kemenag… 
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TRANSLITERASI 

A. Umum  

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia 

(Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk 

dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari 

bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau 

sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul 

buku dalam footnote mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan 

transliterasi ini. 

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam 

penulisan karya ilmiah, baik yang berstandard internasional, nasional maupun 

ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang 

menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan 

Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, 

sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide 

Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992. 

 

B. Konsonan   

 tidak dilambangkan = ا

 b = ب

 t = ت

 ts = ث

 j = ج

 h = ح

 kh = خ

 d = د

 dz = ذ

 r = ر



 
 

x 
 

  z = ز

 s = س

 sy = ش

 sh = ص

  dl = ض

 th = ط

 dh = ظ

 (koma menghadap atas)„ = ع

 gh = غ

 f = ف

 q = ق

 k = ك

 l = ل

 m = م

 n = ن

 h = ه

 y = ي

 

 

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal 

kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun 

apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma 

di atas (‟), berbalik dengan koma („) untuk pengganti lambang “ع”.  

 

C. Vokal, panjang dan diftong 

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis 

dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,” sedangkan bacaan panjang 

masing-masing ditulis dengan cara berikut:  

Vokal (a) panjang = â  misalnya  قال  menjadi qâla  

Vokal (i) panjang = î   misalnya   قيل  menjadi qîla  

Vokal (u) panjang = û   misalnya  دون menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 
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diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) = ــو  misalnya  قول  menjadi qawlun  

Diftong (ay) = ـيـ  misalnya  خير  menjadi khayrun  

 

D. Ta’ marbûthah (ة) 

Ta‟ marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, 

tetapi apabila ta‟ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka 

ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسـالة للمدرسـة menjadi 

alrisalat li al­mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang 

terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan 

menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya   فى رحمة

 .menjadi fi rahmatillâh  الله

 

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah 

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di 

awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah 

kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini:  

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan …  

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …  

3. Masyâ‟ Allâh kâna wa mâ lam yasya‟ lam yakun.  
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4. Billâh „azza wa jalla.  

 

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 

 Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis 

dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama 

Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak 

perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:  

“…Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, 

mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk 

menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan 

salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, 

namun …” 

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata 

“salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang 

disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari 

bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, 

untuk itu tidak ditulis dengan cara “„Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan 

bukan ditulis dengan “shalât.”  
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ABSTRAK 

Mokhammad Aulia Barokatullah, NIM 16210174, 2016. Eksistensi Nilai Hukum 

dalam Putusan Nomor 122/K/Ag/1995 Tentang Anak Perempuan 

Sebagi Hajib Hirman terhadap Kewarisan Saudara.  Skripsi.  Jurusan 

Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Abdul Azis, M.HI. 

Kata Kunci:  Nilai Hukum, Anak Perempuan, Hajib Hirman. 

Kajian ulang mengenai putusan hakim yang berbeda dengan kaidah 

hukum umum merupakan hal yang menarik, seperti halnya Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 122 K/AG/1995. Amar dalam putusan ini berisikan hukum yang 

berbeda dengan pendapat jumhur ulama dan kaidah hukum yang berlaku. 

Merupakan suatu urgensi kaidah hukum guna memastikan kualitas subtantif dari 

putusan ini sebagai yurisprudensi. Oleh karenanya, perlu adanya telaah ulang 

secara komprehensif terhadapnya dari aspek eksistensi nilai hukum. Nilai hukum 

berupa aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

Penelitian ini difokuskan pada mengetahui dasar pertimbangan yang 

digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut dengan batasan perihal hukum 

waris. Dan juga pada mengetahui eksistensi nilai keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan di dalamnya.  

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan 

conseptual approach. Penelitian dilakukan dengan menelaah data sekunder, 

berupa putusan sebagai objek penelitian buku-buku hukum, dan literatur 

penunjang. Pengolahan data dilakukan secara sistematis dengan penulisan 

deskriptif analitis, yang akan disimpulkan dengan ringkas dan sederhana.  

Hasil yang didapat dalam penelitian ini menyatakan bahwa dasar hukum 

yang digunakan hakim dalam pertimbanganya berupa Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 1989, dan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 86 K/AG/1994. Eksistensi 

nilai hukum dalam putusan ini direpresentasikan melalui prinsip; pada nilai 

keadilan, prinsip persamaan hak dan kewajiban, penerepan hukum yang sesuai, 

dan adanya pengakuan; pada nilai kepastian hukum, putusan memuat dasar 

hukum, tidak ada pertentangan dengan hukum lain, tidak memihak, dan putusan 

jelas; dan pada nilai kemanfaatan, hakim melihat aspek kemanfaatan atau 

kebaikan yang timbul setelah adanya putusan dan pertimbangan yang digunakan 

memiliki kesesuaian dengan tata moral masyarakat. 
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ABSTRACT 

Mokhammad Aulia Barokatullah, 16210174, 2016.  The Existence of Legal 

Values in Decision Number 122/K/AG/1995 Concerning Girl as a 

Hajib Hirman for Sibling's inheritance.  Thesis.  Al-Ahwal Al-

Syakhshiyyah Department, Syariah Faculty, The State Islamic University 

Maulana Malik Ibrahim of Malang. Supervisor: Abdul Azis, M.HI.   

Key Words:  Legal Values, Daugther, Hajib Hirman. 

The review of judges' decisions that are different from the general legal 

norms is interesting, as is the Supreme Court Decree of the Republic of Indonesia 

Number 122 K / AG / 1995. The verdict in this ruling contains a different law 

with the opinion of jumhur scholars and the legals norm. It is an urgency of the 

rule of law to ensure the substantive quality of this decision as jurisprudence. 

Therefore, there needs to be a comprehensive review of it from the aspect of the 

existence of legal values. The legal value in the form of aspects of justice, legal 

certainty, and expediency. 

This research is focused on knowing the basic considerations used by 

judges in these decisions with limitations on inheritance law. And also on 

knowing the existence of the value of justice, legal certainty, and usefulness in it. 

This research is a normative research with a conceptual approach. The 

study was conducted by examining secondary data, in the form of decisions as 

objects of research in legal books, and supporting literature. Data processing is 

done systematically with analytical descriptive writing, which will be concluded 

concisely and simply. 

The results obtained in this study stated that the legal basis used by 

judges in its consideration was Law Number 14 of 1970, Law Number 14 of 1985, 

Law Number 7 of 1989, and Jurisprudence of Decision of MARI Number 86 K / 

AG / 1994. The existence of the legal value in this decision is represented through 

principles; on the value of justice, the principle of equality of rights and 

obligations, the adoption of appropriate laws, and the existence of recognition; on 

the value of legal certainty, the decision contains the legal basis, there is no 

conflict with other laws, does not take sides, and the decision is clear; and on the 

value of expediency, the judge sees the aspect of expediency or good that arises 

after the verdict and consideration used has to be in accordance with the moral 

code of the community.  
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لبحثا ملخص  

 / K/  066وجود القيم القانونية في القرار رقم , 02601031، 6102أولياء بركات الله، محمد 
AG / 1995 بحث  جامعى ىرمان إلزامي لإرث الأشقاءحاجب بشأن البنات ك. ،

لإسلامية اىيم ابرإلشريعة . جامعة مولانا مالك الشخصيةكلية ال الأحواشعبة 
  لماجستير:عبد العزيز المشريف .امالانج ، لحكوميةا

 ىرمانحاجب ، البنات،  ية القيم القانونلرئسية   : ت  الكلماا

إن مراجعة قرارات القضاة التي تختلف عن القواعد القانونية العامة أمر مثير للاىتمام ،   
. عمار في ىذا الحكم يحتوي على K / AG / 1995 066وكذلك قرار المحكمة العليا رقم 

الملحة لسيادة القانون قانون مختلف برأي جمعة العلماء وقواعد القانون المعمول بو. من الضرورة 
ضمان الجودة الموضوعية لهذا القرار باعتباره فقهًا. لذلك ، يجب أن يكون ىناك مراجعة شاملة لها 
 من جانب وجود القيم القانونية. القيمة القانونية في شكل جوانب العدالة واليقين القانوني والنفعية.

 يستخدمها القضاة في القرار م  يركز ىذا البحث على معرفة الاعتبارات الأساسية التي
 وجود قيود على قانون الميراث. وأيضًا في معرفة وجود قيمة العدالة واليقين القانوني وفائدتها.

ىذا البحث ىو بحث معياري م  نهج مفاىيمي. وقد أجريت الدراسة عن طريق فحص 
ة ، والأدب الداعم. تتم البيانات الثانوية ، في شكل قرارات ككائنات للبحث في الكتب القانوني

 معالجة البيانات بشكل منهجي م  كتابة وصفية تحليلية ، والتي سيتم الانتهاء منها بإيجاز وبساطة.

ذكرت النتائج التي تم الحصول عليها في ىذه الدراسة أن الأساس القانوني الذي استخدمو 
، والقانون رقم  0541لعام  01، والقانون رقم  0531لعام  01القضاة في نظره ىو القانون رقم 

. يمثل وجود القيمة 0551/ عام  K / AG 42رقم  MARI، و فقو قرار  0545لعام  3
القانونية في ىذا القرار من خلال المبادئ ؛ على قيمة العدالة ، ومبدأ المساواة في الحقوق 

والاعتراف ؛ على أساس اليقين القانوني ، يحتوي القرار والالتزامات ، واعتماد القوانين المناسبة ، 
على الأساس القانوني ، ولا يوجد تعارض م  القوانين الأخرى ، ولا ينحاز ، والقرار واضح وفيما 
يتعلق بقيمة النفعية ، يرى القاضي جوانب المنفعة أو الخير التي تنشأ بعد الحكم والنظر المستخدم 

لمجتم .وفقًا للنظام الأخلاقي ل
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu permasalahan mengenai adanya pertimbangan dalam putusan 

hakim yang berbeda dengan hukum yang berlaku atau mengacuhkan hukum yang 

biasa digunakan merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji. Salah satu 

contoh dari hal tersebut yakni seperti halnya kasus di Mahkamah Agung Republik 

Indonesia mengenai sengketa waris dalam Putusan Nomor 122/K/AG/1995 

tertanggal 11 April 1996. Putusan ini berisikan anak perempuan tunggal dapat 

menghalangi (sebagai hajib hirman) saudara kandung seluruhnya tanpa kecuali.
3

                                                           
3
Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun. XIII. No. 150. Maret 1998, 84. 
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Pada putusan di tingkat pertama yakni Pengadilan Agama Cibadak, 

putusan berisikan bahwa saudara kandung memperoleh bagian harta waris sebagai 

„ashabah mewarisi bersamaan dengan anak perempuan. Hasil putusan ini terlihat 

sejalan dengan hukum yang berlaku dan sesuai kaidah hukum Islam bahwa 

saudara kandung dan anak perempuan mendapat bagian harta warisan. Anak 

perempuan bukan penghijab kewarisan saudara kandung. Akan tetapi pada tingkat 

kasasi, hakim Mahkamah Agung memberikan putusan bahwa anak perempuan 

mendapat seluruh harta warisan.
4
 

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994, terdapat 

kesamaan dalam amarnya mengenai anak perempuan sendiri menjadi „ashabah 

dan menghijab saudara kandung. Hakim Mahkmah Agung dalam pertimbangan 

putusannya menggunakan pendapat Ibnu Abbas dalam menafsirkan QS. An-Nisa‟ 

ayat 176 yaitu anak laki-laki ataupun anak perempuan secara bersama atau sendiri 

dapat menghijab saudara kandung pewaris dalam mendapatkan bagian harta 

warisan. Beserta alasan lain yang cukup kuat untuk dijadikan pertimbangan 

hukum.
5
 

Terdapat kesimpulan yang sama dalam putusan antara Putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995 dan Putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor 86/K/AG/1994. Akan tetapi dalam pertimbangan putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 122/K/AG/1995, tidak memuat alasan mengapa menggunakan 

                                                           
4
Varia Peradilan 150, 73-74. 

5
Yudan Fatoni,Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang Anak 

Perempuan Menghijab Saudara Laki-Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia, Skripsi, (Malang: 

UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 83-88. 
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pertimbangan hukum yang berbeda dengan hukum pada umumnya, tanpa 

pertimbangan tambahan.
6
 Alasan pertimbangan a quo Putusan Mahkamah Agung 

dirasa tidak cukup kuat untuk mengesampingkan pendapat jumhur ulama dan 

kaidah hukum umum yang berlaku. 

Waris merupakan bagian dari syariat Islam yang terperinci secara 

eksplisit diatur langsung oleh Allah dalam al-Quran dan hadits.
 7

  Ketentuan 

mengenai masalah-masalah waris dapat ditemukan pada al-Quran Surat An-Nisa‟ 

(4) ayat 7; 

و  رَبُ انِ وَالْأَقْ  دَ لِ وَا لْ رَكَ ا  َ يبٌ مَِِّا ت صِ الِ نَ لرِّجَ يبٌ مَِِّا لِ صِ اءِ نَ لنِّسَ نَ وَلِ

رَ  ثُ  وْ كَ وُ أَ نْ لَّ مِ ونَ مَِِّا قَ رَبُ انِ وَالْأَقْ  دَ لِ وَا لْ رَكَ ا  َ ا ۚ  ت رُوضً فْ ا مَ يبً صِ  نَ

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua 

orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian 

(pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, 

baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”
8
 

Q.S. An-Nisa‟ (4) ayat 11; 

مْ  دكُِ وْلاَ مُ اللَّوُ فِي أَ يكُ وصِ يْنِ  ۚ  يُ يَ   َ ث  ْ ظِّ الْأُن لُ حَ ثْ رِ مِ لذَّكَ نَّ  ۚ  لِ نْ كُ إِ فَ

رَكَ  ا تَ  ا مَ ثَ لُ  ُ نَّ ث هُ لَ يْنِ فَ   َ ت نَ  ْ ث وْقَ ا اءً فَ  سَ ا  ۚ  نِ هَ لَ ةً فَ  دَ تْ وَاحِ انَ نْ كَ وَإِ

فُ   … ۚ  النِّصْ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang 

(pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang 

                                                           
6
Varia Peradilan 150, 84. 

7
Hasbiyallah, Belajar Mudah Ilmu Waris, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), 7. 

8
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anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. 

Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 

dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka 

dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)….”
9
 

Waris dalam Al-Qur‟an termuat juga dalam Q.S. An-Nisa‟ ayat 12, 33, 

dan 176. Adapun kalimat Q.S. An-Nisa‟ (4) ayat 176 sebagaimana berikut: 

لِ  كَ قُ ونَ تُ فْ  َ ت سْ ةِ يَ لَ لاَ كَ مْ فِي الْ يكُ تِ فْ  ُ وُ  ۚ  اللَّوُ ي سَ لَ يْ كَ لَ لَ رُؤٌ ىَ نِ امْ إِ

رَكَ  ا تَ  فُ مَ صْ ا نِ هَ لَ  َ تٌ ف خْ وُ أُ دٌ وَلَ اَ  ۚ  وَلَ نْ لَه كُ نْ لََْ يَ ا إِ هَ  ُ رثِ وَ يَ وَىُ

دٌ  رَكَ  ۚ  وَلَ انِ مَِِّا تَ  ثَ ث ُّلُ ا ال مَ هُ لَ يْنِ فَ  تَ  نَ  ْ ث ا ا تَ  َ ان نْ كَ إِ وا  ۚ  فَ انُ نْ كَ وَإِ

وَ  خْ يْنِ إِ يَ   َ ث  ْ لُ حَظِّ الْأُن ثْ رِ مِ لذَّكَ لِ اءً فَ سَ الاً وَنِ  …ةً رِجَ

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah), Katakanlah, 

“Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu), jika 

seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai 

saudara perempuan, maka bagiannya (saudara perempuannya itu) 

seperdu dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang 

laki-laki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia 

tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua 

orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-
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saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara 

laki-laki sama dengan bagian dua saudara perempuan….”
10

 

Terdapat dua pendapat penafsiran dari ayat di atas. Pendapat pertama 

mengatakan bahwa manakala terjadi kalalah (pewaris tidak meninggalkan anak 

laki-laki dan ayat), maka saudara kandung dan saudara seayah berhak menjadi 

ahli waris. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama yang mengartikan kata 

“al-walad” adalah anak laki-laki saja.
11

 

Pendapat kedua yakni pendapat yang mengatakan bahwa saudara 

sekandung ataupun seayah tidak dapat mewarisi manakala tidak terjadi kalalah. 

Kalalah yang dimaksud adalah jika pewaris tidak meninggalkan orang tua dan 

anak baik laki-laki maupun perempuan.
12

 

Ketentuan mengenai waris menjadi lengkap dengan banyak hadist-hadist 

Nabi SAW tentang waris. Diantarnya adalah hadis yang berbunyi “…Jika 

perempuan itu seorang saja maka ia memperoleh separuh harta”. (HR. al-

Khamsah selain Muslim dari Ibnu Mas‟ud).
13

 

اقضى فيها بما قضى النبي صلى الله عليو و سلم للبنت النصف لابنة الابن السدس 

 01تكملة الثلثين و ما بقي فلأخت. )رواه الجماعة إلا المسلم و النسائ(

“Aku putuskan masalah itu sesuai dengan putusan Nabi Muhammad 

SAW untuk anak perempuan separuh, untuk cucu perempuan dari 

                                                           
10

 Qur‟an Kemenag Versi 1.3.4.4 (Kementrian Agama c.q. Lajnah Pentashihan Mushaf) 
11

Yudan Fatoni, Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang Anak 

Perempuan Menghijab Saudara Laki-Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia, Skripsi, (Malang: 

UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010), 85.  
12

Yudan Fatoni, Putusan…., 86. 
13

Abdul Ghofur Anshori, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin, 

Cet. Ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2010), 32. 
14

Muhammad Abdul Aziz al-Holidi, Sunnah Abu Dawud, (Lebanon: Dar al-Kutub, 1996), 329. 
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anak laki-laki seperenam sebagai pelengkap dua pertiga dan sisanya 

untu saudari”. (HR. Jama‟ah ahli hadist selain Muslim dan an-

Nasa‟iy) 

Pada dasarnya, hakim bebas dalam melaksanakan wewenang yudisial, 

diantaranya; menerapkan hukum dari peraturan perundang-undangan dalam 

menyelesaikan perkara, menginterpretasikan hukum secara tepat dan metode yang 

benar, bebas mencari dan menemukan hukum melalui yurispurdensi, doktrin 

hukum, hukum tidak tertulis atau adat, ataupun pendekatan realisme. Walaupun 

demikian, kebebasan hakim tidak mutlak karena hakim bertugas untuk 

menegakkan hukum dan keadilan.
15

 

Gustav Radbruch berpendapat bahwa keefektifan dan keidealan hukum 

dalam putusan hakim adalah putusan yang mengandung ide desrecht, yaitu 

meliputi unsur keadilan (gerechtigkeit), kepastian hukum (rechtsicherheit), dan 

kemanfaatan (zwechtmassigkeit).
16

 Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa 

ketiga unsur itu harus termuat dalam putusan secara proporsional.
17

 Melihat 

bahwa hukum yang baik adalah hukum yang dapat menegakkan dua fungsi pokok, 

yaitu social control (alat pengendali masyarakat) dan social engineering 

(pengubah perilaku masyarakat). Dan tidak hanya itu, keduanya juga sebagai tolak 

ukur efektif atau tidaknya suatu hukum.
18

 

                                                           
15

Mardani, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), 39-40. 
16

Sudikno Mertokusumo, Teori Hukum, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2011), 23. 
17

Sudikno Mertokusumo, Penemuan Hukum suatu Pengantar, cet. Ke-7, (Yogyakarta: Liberty, 

2009), 92. 
18

Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 107-125; dan 

Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah,  Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran 

Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 364-367.   
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Walaupun putusan ini merupakan produk putusan tingkat kasasi yang 

terbilang cukup tua. Putusan ini telah dijadikan sebagai dasar hukum atau 

yurisprudensi dalam pertimbangan hukum suatu putusan oleh sebagian besar 

majelis hakim yang menghadapi perkara serupa. Yurisprudensi menjadi akar atas 

semua putusan-putusan di masa setelah putusan ini. Akan berbahaya jika putusan 

ini hanya karena statusnya sebagai yurisprudensi dapat dijadikan dasar 

pertimbangan hukum dalam putusan setelahnya tanpa memperhatikan kualitas 

substantif hukum di dalamnya. Oleh karenanya sebagai ikhtiar perlu untuk 

mengkaji putusan ini secara subtantif. Juga jika ditelusuri pada berbagai literatur 

jarang sekali ada karya ilmiah atau penelitian tertulis yang membahas putusan ini 

secara komprehensif. 

Berdasarkan uraian tentang dasar pertimbangan hukum di dalam putusan 

yang hanya menggunakan satu dasar hukum tanpa menjelaskan pertimbangan 

tambahan terkait sengketa waris yang mana anak perempuan dapat menghijab 

saudara/i sekandung sebagaimana terurai diatas, ini merupakan hal yang krusial. 

Sebab belum adanya penelitian meneliti secara mendalam dan menyeluruh, dalam 

kaitannya dengan eksistensi nilai dan tujuan hukum dari pertimbangan hukum 

dalam putusan hakim. Padalah eksistensi nilai keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan dalam pertimbangan hukum ini adalah hal penting dan harus 

diperhatikan untuk menjaga tujuan hukum, agar dapat pula menjadi social control 

dan social engineering.
19
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Soerjono Soekanto, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 107-125. 
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Oleh karena itu, penulis berasumsi dan berkeyakinan akan pentingnya 

melakukan penulisan mengenai permasalahan tersebut diatas. 

 

B. Batasan Masalah 

Guna mewujudkan penelitian yang terarah dan lebih fokus, peneliti 

menetapkan batasan penelitian pada isi pokok sengketa dalam Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 122K/AG/1996 mengenai peristiwa hukum waris, meski ada 

persoalan hukum selain soal kewarisan yang termuat dalam putusan. 

. 

C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran permasalahan hukum di latar belakang, penulis 

meremuskan dua rumusan, yakni: 

1. Apa saja pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam Putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995? 

2. Bagaimana eksistensi nilai hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor 122/K/AG/1995? 

 

D. Tujuan 

1. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan secara gamblang mendetail 

mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan hakim 

dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995. 

2. Untuk menguji dan menganalisis eksistensi nilai hukum dalam Putusan 

Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995. 
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E. Manfaat Hasil Penulisan 

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penulisan ini adalah dua aspek 

teoritik dan praktis aplikatif, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritik 

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dalam 

mengembangkan wawasan juga khazanah keilmuan, khususnya di bidang 

waris. Lebih spesifik, waris mengenai dasar pertimbangan hukum dalam 

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995 mengenai anak 

perempuan tunggal yang dapat menghijab saudara dan saudari sekandung. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis, hasil dari penulisan ini dapat memberikan manfaat sebagai 

bahan pembelajaran kepada masyarakat, civitas akademika, dan para pihak 

praktisi hukum yang terlibat secara langsung dalam perkara yang 

menyerupai perkara waris seperti Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

122/K/AG/1995 tentang anak perempuan yang dapat menghijab saudara 

dan saudari sekandung. 

 

F. Definisi Operasional 

1. Nilai Hukum: 

Ialah tiga unsur berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

Ketiganya merupakan unsur yang harus termuat sebagai nilai dasar hukum 
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dari setiap karya hukum
20

, demikianlah menurut Gustav Radbruch 

sebagaiman dikutip oleh Satjipto Rahardjo. Dalam kaitannya pembahasan 

ini, karya hukum tersebut adalah putusan hakim. 

2. Putusan Nomor 122/K/AG/1995: 

Ialah putusan kasasi bagian agama yang mulai diadili pada tahun 1995. 

Putusan kasasi merupakan putusan tingkat final dari hirarki peradilan. Jika 

dalam amarnya mengadili sendiri, Putusan MA RI adalah putusan akhir 

yang membatalkan dua putusan di tingkat bawahnya. 

3. Hajib hirman: 

Hajib adalah istilah dalam hukum waris yang memiliki status sebagai 

penghalang bagi ahli waris lain untuk mendapatkan bagian harta warisan 

sebagian atau seluruhnya. Sedangkan hajib hirman adalah hajib yang 

menjadi penghalang seluruh bagian harta warisan bagi ahli waris lain.  

 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normatif legal 

research) dan kerap kali dinamai dengan penelitian pustaka (library research), 

yakni penulis meneliti bahan pustaka dan melakukan penelusuran serta telaah 

secara mendalam terhadap buku-buku dan berbagai literatur yang berhubungan 

langsung dengan topik yang dikaji. Jika ditilik berdasarkan klasifikasi yag dibuat 

oleh Soerjono Soekanto, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum 
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Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 19. 
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normatif terhadap sinkronisasi vertikal.
 21

 Penelitian ini mengkaji mengenai 

hukum dalam putusan pengadilan ditinjau dari asas keadilan, kepastian hukum, 

dan kemanfaaatan. 

Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif yang mana penulis 

memaparkan secara terperinci dan sistematis tentang fakta-fakta yang ada pada 

pertimbangan hukum kemudian dilakukan telaah dan pengkajian menggunakan 

teori-teori nilai hukum yang relevan dengan topik guna mempertegas hipotesa 

penelitian agar dapat memperkuat teori yang sudah ada ataupun dalam kerangka 

menyusun teori baru.
22

 

 

2. Pendekatan 

Dalam penulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

konseptual (conseptual approach) yang mana meneliti pada sumber hukum, sebab 

objek penelitian berupa putusan MA dikategorikan sumber hukum yakni 

yurisprudensi, dikaitkan pada konsep dasar keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan.
23

  

3. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian hukum normatif ini hanya terdiri dari data 

sekunder saja yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, 

dan bahan hukum tersier, sebagaimana berikut: 

                                                           
21

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, 

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14. 
22

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 

1986), 10. 
23

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 

92. 
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a. Bahan Primer 

Bahan primer, bahan hukum yang mempunyai otoritas atau memiliki 

kekuatan mengikat,
24

 dalam penulisan ini adalah Putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor 122/K/AG/1995 mengenai anak perempuan sebagai 

hajib hirman terhadap kewarisan saudara sekandung si pewaris. 

b. Sumber Data Sekunder 

Yakni publikasi hukum yang menjadi bahan penunjang bagi data 

primer.
25

Penulis menggunakan buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen 

sebagai bahan penunjang yang relevan juga essensial agar dapat 

mempertajam isu hukum yang dikaji, mengidentifikasi, dan membantu 

keberhasilan penulisan ini.
26

 Segala bahan hukum yang berkaitan dengan 

eksitensi nilai hukum; keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 

Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut; buku berjudul Ilmu Hukum 

oleh Satjipto Rahardjo, buku Pengantar Ilmu Hukum oleh L.J. Van 

Aperldoorn, Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis oleh Muhammad 

Ali Al-Shabuni, Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan 

Bilateral Hazairin oleh Abdul Ghofur Anshori, dan seterusnya. 

c. Sumber Data Tersier 

Penulis juga menggunakan berbagai kamus bahasa dan buku-buku 

ensiklopedia guna memperluas wawasan dan memperkaya sudut pandang 

peneliti hingga dapat membantu penyelesaian penulisan ini.
27

 

                                                           
24

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum….., 33. 
25

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum….., 33. 
26

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian ….., 97-98. 
27

Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum….., 33. 
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4. Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan langkah-langkah 

(1) melakukan identifikasi terhadap fakta hukum berdasarkan isu hukum dan 

mengeliminir berbagai hal yang tidak relevan; (2) mengumpulkan pelbagai bahan 

hukum dan bahan-bahan non-hukum yang relevan; (3) menelaah isu hukum 

dengan dasar bahan-bahan yang diperoleh; (4) memberikan kesimpulan berupa 

argumentasi yang memberikan jawaban pada isu hukum; (5) membuat preskripsi 

berdasarkan argumentasi dari kesimpulan.
28

 

Berdasarkan data-data yang didapatkan dalam proses penulisan ini, 

penulis akan menyusun secara sistematis dan melakukan Analisa data tersebut 

dengan metode deskriptif
29

 analitis.
30

 Yakni mengolah data, mengorganisir data, 

mengklasifikasikan menjadi unit kecil, mencari pola dan tema yang memiliki 

kesamaan sehingga proses analisis dan upaya penafsiran memiliki porsi yang 

sama. 

 

5. Pengolahan Data 

Data yang didapat selanjutnya dilakukan penguraian dan dihubungkan 

sedemikian rupa untuk dianalisa dan diinterpretasi dengan obyek penulisan. 

Berdasarkan metode analisis ini data yang didapat akan diringkas dalam bentuk 

yang sederhana sehingga dapat dengan mudah dipahami, sehingga permasalahan 

                                                           
28

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cet. Ke-3 (Jakarta: Kencana, 2007), 171. 
29

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum….., 69. 
30

J. R. Raco, Metode Penulisan Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta: PT 

Grasindo, 2010),  122. 
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dalam penulisan ini dapat ditarik benang merah yang mudah dipelajari dan 

disimpulkan.
31

 

 

H. Penelitian Terdahulu 

Sebelum penulis menentukan untuk melakukan pengkajian terhadap 

penulisan ini, penulis mengetahui dan menyadari banyak penulisan-penulisan 

yang telah dilakukan tentang pokok pembahasan studi putusan. Bukanlah hal yang 

baru juga penelitian yang dilakukan mengenai waris. Akan tetapi, tidak banyak 

penelitian yang mengkaji tentang kewarisan anak perempuan yang dapat 

menghijab saudara sekandung. Dan sangat jarang sekali ada penelitian dengan 

objek tersebut yang diakaji dengan nilai filosofis hukum sebagaimana yang akan 

penulis lakukan. Sejauh penelusuran penulis dan melakukan beberapa telaah, ada 

setidaknya beberapa penulisan yang memiliki kedekatan pembahasan dengan 

penelitian penulis. Diantaranya sebagai berikut:  

Pertama, skripsi Yudan Fatoni yang bertajuk Putusan Pengadilan Agama 

Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang Anak Perempuan Menghijab 

Saudara Laki-Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia.
32

 Objek pembahasan 

dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim 

Pengadilan Agama Bangil dalam Putusan Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang 

Anak Perempuan yang menghijab saudara laki-laki sekandung. Peneliti 

                                                           
31

Moh. Kasiram, Metodelogi Penulisan, Refleksi Pengembangan Pemahaman, dan Penguasaan 

Meotodologi Penulisan, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 120. 
32

Yudan Fatoni, Putusan Pengadilan Agama Bangil Nomor 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl tentang Anak 

Perempuan Menghijab Saudara Laki-Laki Kandung Perspektif Fiqh Indonesia, Skripsi, (Malang: 

UIN Maulana Malik Ibrahim, 2010) 
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melakukan penelitian yang menggunakan analisis dengan tekhnik penelitian 

normatif. Pokok pembahasan dalam penelitian tersebut adalah untuk mengetahui 

dasar hukum putusan tersebut yang kemudian dikaji ulang dengan kandungan 

perspektif fiqh Indonesia. Hasil kesimpulan dari penelitian itu menunjukkan 

bahwa dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam putusan perkara 

tersebut adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994. Dan 

pendapat hukum yang sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia atau fiqh 

Indonesia mengenai permasalahan tersebut adalah pendapat dari Ibnu Abbas yang 

menafsirkan kata “al-walad” dalam Surat An-Nisa‟ ayat 176 bukan hanya anak 

laki-laki sahaja melainkan juga anak perempuan sehingga anak perempuan dapat 

menghijab saudara sekandung. 

Antara skripsi pertama diatas dengan penelitian yang akan penulis 

lakukan memliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Adapun persamaan itu 

adalah jenis penelitian, penelitian normatif atau kepustakaan, dan teknik analisis 

menggunakan metode deskriptif analitis. Dan juga memiliki kesamaan pada objek 

pembahasan yaitu studi analisis putusan hukum waris. Sedangkan perbedaannya 

adalah penelitian mendatang akan mengkaji mengenai putusan hakim Mahkamah 

Agung RI, lain halnya seperti skripsi sebelumnya yang meneliti putusan hakim 

Pengadilan Agama Bangil. Dan juga teori yang digunakan sebagai alat analisis 

berbeda, penelitian yang akan dikaji menggunakan teori mengenai nilai hukum 

dalam putusan, sedangkan penelitian sebelumnya meninjau putusan dalam 

perspektif fiqh Indonesia. 
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Kedua, skripsi yang dilakukan oleh Nurul Fitri dengan judul penelitian 

Anak Perempuan Sebagai „ashabah (Suatu Kajian terhadap Putusan Mahkamah 

Syar‟iyah Aceh Nomor: 42/Pdt.G/2008/Msy.Prov.).
33

 Objek Pembahasan dalam 

penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Syar‟iyah Aceh Nomor: 

42/Pdt.G/2008/Msy. Prov tentang anak perempuan yang menerima seluruh harta 

warisan atau menjadi „ashabah. Penelitian ini dilakukan dengan penulisan 

menggunakan penelitian lapangan dan kepustakaan yang kemudian dikaji 

menggunakan metode deskriptif analisis. Pembahasan dalam penelitian ini adalah 

mengenai dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut, 

perihal apa yang menjadi penyebab anak perempuan dapat menjadi „ashabah, dan 

bagaimana perspektif hukum kewarisan Islam terhadap putusan hakim Mahkamah 

Syari‟ah Aceh tersebut. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa dasar hukum yang 

digunakan dalam putusan tersebut adalah Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ ayat 176 

(tafsir kata al-walad), Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang anak dapat 

menghijab saudara, Buku II Edisi 2009 (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis 

Peradilan Agama), Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 

86/K/AG/1994 tanggal 20 Juli 1995, Nomor 122/K/AG/1995 tanggal 30 April 

1996, dan Nomor 184/K/AG/1995 tanggal 30 September 1996, dan terakhir 

menggunakan teori radd. Sedangkan hal yang menjadi penyebab anak perempuan 

menjadi „ashabah adalah makna dari kata al-walad dalam Al-Qur‟an surat An-

Nisa ayat 176 yang menurut penafsiran Ibnu Abbas kata itu bermakna anak laki-

laki dan juga perempuan, sehingga anak perempuan sebagaimana anak laki-laki 

                                                           
33

Nurul Fitri, Anak Perempuan Sebagai „ashabah (Suatu Kajian terhadap Putusan Mahkamah 

Syar‟iyah Aceh Nomor: 42/Pdt.G/2008/Msy.Prov.), Skripsi, (Darussalam, Banda Aceh: IAIN Ar-

Raniry, 2010) 
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dapat menghijab saudara perempuan Adapun perspektif hukum kewarisan Islam 

terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa pada dasarnya tidak semua hukum 

kewarisan bersifat qath‟i. Persoalan „„ashabah, baik mengenai istilah „ashabah, 

siapa yang menjadi „ashabah, dan bagaimana tata tertib urutnya adalah hasil 

ijtihad para sahabat yang diteruskan kepada empat imam madzhab. Oleh 

karenanya, atas dasar itu, ketentuan dalam KHI yang menghijab saudara tidak 

bertentangan dengan nash yang sharih, apalagi qath‟i. Dan padasarnya anak 

perempuan adalah ashabul furud, yang kemudian dengan teori radd, setelah 

menghijab saudara perempuan, mendapatkan hak atas sisa harta sehingga anak 

perempuan dalam perkara ini menjadi ashabah yang menerima keseluruhan harta 

warisan. 

Sebagaimana penjelasan paragraf sebelumnya pada skripsi pertama, 

penelitian yang akan penulis teliti memiliki persamaan dengan penelitian 

terdahulu yang kedua yakni pada jenis penelitian dan objek pembahasan, tepatnya 

putusan hakim Mahkamah Syari‟ah aceh. Dan memiliki perbedaan pada teori 

yang digunakan dalam menganalisis, tepatnya pada penelitian terdahulu 

menggunakan perspektif fiqh Indonesia yang bersumber dari Al-Qur‟an, 

penafsiran ulama, KHI, dan hukum waris, beda halnya dengan penelitian yang 

penulis akan lakukan dengan meneliti nilai hukum berupa eksistensi nilai 

keadilan, kepastian, dan kemafaatan hukum dalam putusan.  

Ketiga, Skripsi Arifin Ali Mustofa dengan tajuk Tinjauan Asas Keadilan, 

Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim terhadap Pembagian 

Harta Bersama dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama 
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Sukoharjo)
34

 Hasil penelitian ini adalah putusan hakim di Pengadilan Agama 

Sukoharjo yang telah dijadikan sample penelitian oleh saudara Arifin dalam 

skripsinya telah memenuhi nilai asas keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

dikaji pada jenis penelitian, yaitu penelitian normatif studi analisis putusan, dan 

teori analisis yang digunakan, yakni asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. 

Akan tetapi, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan dikaji 

pada objek pembahasan, penelitian ini membahas tentang putusan hakim 

mengenai pembagian harta bersama. Sedangkan penelitian yang akan dikaji 

membahas tentang putusan hakim mengenai waris. 

Keempat, tesis oleh Arina Kamiliya yang memiliki judul Eksistensi Nilai 

Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi 

Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015).
35

 Kesimpulan yang 

didapat dari hasil penelitian ini adalah hakim menggunakan asas-asas dalam 

memeriksa dan memutus perkara. Asas yang digunakan oleh hakim berubah dari 

satu asas ke asas yang lain secara kasuistik. Kesamaan antara penelitian ini 

dengan penelitian mendatang adalah jenis penelitian normatif, studi analisis 

putusan, yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan teori eksistensi 

nilai hukum, berupa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sedangkan 

perbedaannya adalah objek pembahasan. Penelitian ini membahas putusan hakim 

                                                           
34

Arifin Ali Mustofa, Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam 

Putusan Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Sukoharjo), Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017) 
35

Arina Kamiliya, Eksistensi Nilai Hukum dalam Putusan (Studi Pertimbangan Hakim dalam 

Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015), Tesis, 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017) 
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tentang penetapan dispensasi nikah tetapi penelitian yang akan dikaji membahas 

tentang waris. 

Tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan 

penelitian yang akan dikaji. 

No Identitas Persamaan Perbedaan 

1 Yudan Fatoni,  Skripsi, 

UIN Maulana Malik 

Ibrahim Malang tahun 

2010, dengan judul 

Putusan Pengadilan 

Agama Bangil Nomor 

538/Pdt.G/2004/PA.Bgl 

tentang Anak Perempuan 

Menghijab Saudara Laki-

Laki Kandung Perspektif 

Fiqh Indonesia. 

Penelitian normatif 

terhadap putusan 

hakim yang dikaji 

secara deskriptif 

analitis. 

Objek bahasan 

penelitian mengenai 

putusan hakim 

tentang waris 

mengenai anak 

perempuan yang 

menghijab saudara 

laki-laki. 

Putusan hakim pada 

penelitian 

sebelumnya adalah 

putusan hakim 

Pengadilan Agama 

Bangil, sedangkan 

penelitian mendatang 

adalah putusan hakim 

Mahkamah Agung 

RI. 

Teori yang digunakan 

dalam menganalisis; 

penelitian 

sebelumnya adalah 

tinjauan fiqh 

Indonesia, penelitian 

mendatang adalah 

filosofis nilai 

keadilan, kepastian, 

dan kemanfaatan 

hukum dalam putusan 

hakim. 

 

2 Nurul Fitri, Skripsi, IAIN 

Ar-Raniry Darussalam, 

Banda Aceh, tahun 2010, 

dengan tajuk Anak 

Perempuan Sebagai 

„ashabah (Suatu Kajian 

terhadap Putusan 

Mahkamah Syar‟iyah Aceh 

Nomor: 

42/Pdt.G/2008/Msy.Prov.).  

Penelitian 

kepustakaan yang 

dikaji secara 

deskriptif analisis 

mengenai putusan. 

Putusan hakim dalam 

perkara waris. 

Objek putusan yang 

digunakan yakni 

putusan hakim 

Mahkamah Syar‟iyah 

Aceh. Sedangkan 

penelitian mendatang 

adalah putusan hakim 

Mahkamah Agung 

RI. 
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 Penelitian 

sebelumnya 

menganalisis dasar 

hukum putusan dan 

hal penyebab dari 

munculnya 

pertimbangan hukum 

dari putusan hakim. 

Sedangkan penelitian 

mendatang 

memfokuskan pada 

titik ada tidaknya 

kandungan nilai 

hukum dalam 

putusan. 

3 Arifin Ali Mustofa, 

Skripsi, IAIN Surakarta, 

tahun 2017, dengan judul 

Tinjauan Asas Keadilan, 

Kepastian Hukum, dan 

Kemanfaatan dalam 

Putusan Hakim terhadap 

Pembagian Harta 

Bersama dalam Kasus 

Perceraian (Studi Putusan 

Pengadilan Agama 

Sukoharjo). 

Ada kesamaan pada 

teori yang digunakan 

untuk menganalisis 

yaitu asas keadilan, 

kepastian hukum, 

dan kemanfaatan 

dalam putusan 

hakim. 

 

Penelitian normatif 

mengenai analisis 

putusan hakim. 

Objek pembahasan 

putusan; penelitian 

sebelumnya 

membahas mengenai 

putusan pembagian 

harta bersama, 

sedangkan penelitian 

mendatang mengenai 

putusan waris. 

4 Arina Kamiliya, Tesis, UIN 

Sunan Kalijaga, tahun 2017, 

dengan tajuk Eksistensi Nilai 

Hukum dalam Putusan (Studi 

Pertimbangan Hakim dalam 

Penetapan Dispensasi Nikah 

Pengadilan Agama 

Yogyakarta Tahun 2010-

2015). 

Jenis penelitian; 

normatif, dengan 

metode deskriptif 

analisis. 

Pisau analisis; 

eksistensi nilai 

hukum dalam 

putusan. 

Objek pembahasan 

penelitian 

sebelumnya tentang 

dispensasi nikah, 

sedangkan penelitian 

mendatang tentang 

waris anak 

perempuan. 

 

Berdasarkan pengamatan uraian lengkap penelitian terdahulu di atas, 

penelitian yang akan dilakukan oleh penulis mendatang memiliki perbedaan 



21 
 

 
 

mendasar baik dari objek masalah penelitian maupun teori analisis yang 

digunakan. Oleh karennya, penulis menyimpulkan bahwa penelitian mendatang 

adalah penelitian baru yang belum pernah dilakukan secara persis sebelumnya. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Dalam rangka mempermudah penulis melakukan analisa yang baik tepat 

dan terintegrasi, pembahasan dalam penulisan penulisan ini akan tersusun secara 

sistematik sebagaimana berikut: 

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini, penulis akan memaparkan 

tentang masalah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122/K/AG/1995 tertanggal 

11 April 1996 tentang anak perempuan tunggal yang mendapatkan seluruh harta 

warisan tanpa menyisakan bagian bagi saudara/i kandung pewaris dikaitkan 

dengan nilai hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam 

putusan. Dalam bab ini juga, penulis merumuskan berdasarkan latarbelakang 

masalah, menetapkan target tujuan dari penelitian ini, dan memaparkan harapan 

kemanfaatan dari hasil penelitian ini, serta juga memuat beberapa penelitian 

terdahulu dan metodologi penelitian yang tepat dan sesuai dengan topik.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, bagian ini berisikan pengertian, istilah, 

jenis, macam, dan berbagai macam penjelasan lain yang relevan dan berfungsi 

mempermudah analisis penelitian sebagaimana topik pembahasan, tepatnya 

analisis eksistensi nilai hukum, berupa asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan 

dalam putusan hakim mengenai anak perempuan yang menghijab saudara dan 

saudari sekandung. Oleh karenanya bab ini akan banyak memuat teori seputar 
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asas, keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, waris, bagian anak perempuan, 

hijab, dan lain-lain yang dirasa penting. 

BAB III PEMBAHASAN, bab ini adalah inti dari penelitian yang akan 

penulis teliti. Bab ini memuat tentang analisis penulis mengenai topik 

pembahasan berdasarkan rumusan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penulis 

melakukan analisis mengenai putusan hakim yang menetapkan anak perempuan 

dapat menghijab saudara dan saudari sekandung sehingga akan menghasilkan 

kesimpulan dari penelitian ini 

BAB V PENUTUP, bab ini adalah bagian terakhir yang akan memuat 

hasil penelitian berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya dengan 

teori-teori relevan yang dikemukakan pada bab dua dan disusun secara sistematis 

sesuai dengan rumusan masalah pada bab pertama. 



63 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

KONSEP KEWARISAN, ASAS KEADILAN, KEPASTIAN HUKUM, DAN 

KEMANFAATAN 

 

A. Teori Kewarisan Fiqh Islam dan KHI 

Syariat Islam telah membuat aturan kewarisan dengan baik, bijak, dan 

adil. Agama Islam telah menentukan hak kebendaan bagi manusia, laki-laki 

ataupun perempuan, sebagaimana petunjuk syara‟, seperti halnya pemindahan hak 

pemilikan pada saat seseorang hidup atau setelah meninggal. Al-Qur‟an telah 

memberikan ketentuan-ketentuan yang lengkap dan sempurna mengenai 

kewarisan, yang mana tidak meninggalkan bagian seseorang ataupun membatasi 

benda yang diwariskan. Tidak ada hukum yang dijelaskan lebih detail dan 

terperinci di dalam al-Qur‟an dari hukum waris. Oleh karenanya, al-Qur‟an 
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merupakan landasan hukum waris dan ketentuan-ketentuan pembagiannya yang 

dilengkapi dengan sunnah dan ijma‟.
36

 

Islam sangat jeli dalam mengatur persoalan hukum waris, sehingga al-

Qur‟an memuat secaraa jelas dan rinci mengenai hukum waris. Hal itu karena 

hukum waris merupakan sarana pokok yang mengatur tentang hal pemilikan harta 

beda yang mana harta benda merupakan tulang punggung kehidupan individual 

maupun komunal. Dengan penerapan pembagian waris yang benar, akan timbul 

rasa tangung jawab sosial dan akan muncul sikuls kenikmatan hidup.
37

 

Berdasarkan Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 berlakulah hukum 

Islam bagi masyarakat Islam Indonesia sebagaimana termaktub dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI). Hukum Kewarisan tercantum juga di dalamnya. Lebih 

lanjut, rinciannya akan dibahas bersamaan dengan konsep kewarisan dalam fiqh 

Islam dalam penjelasan berikut: 

 

1. Kewarisan 

a. Definisi 

Kata waris berasal dari Bahasa Arab وَرِثَ, يرَِثُ, إرِْثاً وَ مِيْرَاثًا . Kata waris 

menurut bahasa berarti berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain 

atau dari sekelompok orang ke kelompok lain, sesuatu disini lebih umum dari kata 

harta benda, yakni meliputi juga ilmu dan kemuliaan. Sedangkan waris menurut 

istilah fikih adalah berpindahnya hak milik dari orang yang meninggal kepada ahli 

                                                           
36

Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Waris Menurut Alquran dan Hadis, Terj.A. Zaini Dahlan, 

(Cet. Ke-1, Bandung: Trigenda Karya, 1995), 38-39. 
37

Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Waris….., 39. 
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warisnya yang hidup, baik berupa harta benda, tanah maupun hak dari hak-hak 

syara.
38

 

Tidak jauh berbeda pengertian waris, menurut Kompilasi Hukum Islam 

sebagaimana tertulis dalam Pasal 171 huruf (a), adalah hukum yang mengatur 

tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, 

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya 

masing-masing.
39

 

Harta waris atau tirkah (menurut ulama fikih) adalah segala sesuatu yang 

ditinggalkan oleh mayit, berupa harta benda, hak-haknya, atau yang bukan 

bersifat kebendaaan, serta ada tidaknya utang mayit, baik berupa utang benda atau 

utang pribadi.
40

 

Dalam KHI, ada dua istilah mengenai harta. Pertama, Harta peninggalan, 

adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang 

menjadi miliknya maupun hak-haknya. Kedua, Harta waris, adalah harta bawaan 

ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris 

selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tahjiz), 

pembayaran hutang, dan pemberian untuk kerabat.
41

 

b. Kewajiban Terkait Harta Waris 

Harta warisan wajib digunakan sebelum adanya pembagian kepada ahli 

waris, diantaranya; biaya mengurus jenazah dari memandikan, mengkafani, dan 

menguburkan, dengan syarat tidak berlebihan tetapi juga tidak terlalu hemat. 

                                                           
38

Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Waris......, 39-40. 
39

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
40

Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Waris....., 40. 
41

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 
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Melunasi semua utang-utang si mayit yang berkaitan dengan sesame 

manusia karena menjadi tanggungan si mayat. Jumhur Ulama selain mazhab 

Hanafi mengharuskan membayar uang kepada Allah yang tidak ada tagihannya 

dari sesama manusia seperti zakat, kafarat, atau nazar.
42

 

Melaksanakan wasiat si mayit kepada bukan ahli waris dalam batas tidak 

lebih dari 1/3 hartanya dan tanpa memerlukan izin dari para ahli waris. Hal 

terakhir yang berkaitan dengan harta waris adalah membagikan sisa harta warisan 

kepada ahli waris sesuai petunjuk al-Qur‟an, hadist, dan ijma‟. 

Dalam Pasal 175 KHI disebutkan kewajiban yang harus dilaksanakan 

oleh ahli waris terhadap pewaris adalah; mengurus dan menyelesaikan (segala 

urusan pewaris/ mayit) hingga pemakaman selesai; melunasi hutang-hutang; 

melaksanakan wasiat dari pewaris apabila ada; dan setelah ketiganya dilaksanakan 

barulah membagi harta warisan kepada para ahli waris yang berhak. 

c. Sebab-Sebab Waris 

Ada tiga sebab seseorang bisa mendapat harta waris dari orang yang 

meninggal, yaitu: 

1) Hubungan kerabat yang hakiki (hubungan keturunan atau nasabiyyah) 

seperti anak, saudara, dan paman. 

2) Hubungan pernikkah yang sah (sababiyyah), yaitu yang melalui akad 

pernikahan sekalipun belum dukhul. Perkawinan yang tidak sah atau 

perkawinan yang batal tidak jadi sebab saling mewarisi. 

                                                           
42

Muhammad Ali al-Shabuni, Hukum Waris….., 41. 
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3) Hubungan tuan dan hamba (wala‟), sebab tuan yang telah memberikan 

kebebasan kepada hambanya. sebagai balasan kenikmatannya yang 

telah diberi oleh tuan, maka syara memberi mantan tuan warisan dari 

hambanya yang meninggal, jika tidak ada ahli waris sama sekali.
43

 

Beda halnya dengan fiqh Islam, sebab-sebab yang dapat menyebabkan 

kedudukan seseoran menjadi ahli waris menurut KHI terdiri atas dua kelompok 

saja, yakni sebab hubungan darah dan hubungan perkawinan. Adapun Hubungan 

darah terbagi menjadi dua golongan. Pertama, golongan laki-laki yang terdiri dari 

ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Kedua, golongan 

perempuan yang terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. 

Sedangkan dari segi hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda. 

d. Syarat Waris 

Syarat-syarat pewarisan ada tiga, yaitu; seseorang meninggal secara 

hakiki atau secara hukum; ahli waris secara pasti masih hidup ketika pewaris 

meninggal; dan mengetahui golongan ahli waris.
44

 

e. Rukun Waris 

Rukun waris ada tiga, yaitu; adanya orang yang meninggal atau orang 

yang harta miliknya akan diwariskan; adanya orang yang akan mewarisi atau ahli 

waris; dan adanya hak milik yang ditinggalkan baik berupa uang, benda, maupun 
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barang lainnya. Yang dimaksud oleh lainnya adalah warisan, harta peninggalan 

atau harta warisan.
45

 

KHI tidak menjelaskan secara eksplisit mengenai syarat dan rukun waris. 

Akan tetapi, syarat dan rukun tersebut secara implisit ada agar dapat 

diberlakukannya hukum kewarisan. Dalam KHI, memuat ketentuan juga bahwa 

manakala ahli waris telah meninggal mendahului pewaris maka kedudukannya 

(ahli waris yang meninggal) dapat digantikan oleh anaknya, sebagaiman Pasal 185 

KHI.  

f. Penghalang Mendapat Warisan 

Penghalang mendapat warisn ialah sifat yang mengharuskan seseorang 

terhalang mendapatkan bagian harta waris, yang terdiri atas tiga macam, yaitu 

seorang hammba, ahli waris yang membunuh pewarisnya, dan adanya perbedaan 

agama. 

Lebih rinci lagi dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 173, ahli 

waris dapat terhalang hak warisnya jika ada putusan hakim yang berkekuatan 

hukum tetap dengan dua kategori, yakni telah membunuh atau mencoba 

membunuh atau menganiaya berat pewaris dan dipersalahkan secara memfitnah 

telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan 

yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. 

g. Ahli Waris Laki-laki 

Ahli waris golongan laki-laki yang disepakati oleh ulama jika dihitung 

secara global ada sepuluh golongan, sedangkan jika terperinci terdapat 15 
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golongan, yaitu; anak laki-laki; cucu laki-laki dari anak laki-laki; ayah; kakek; 

saudara laki-laki seibu seayah atau sekandung saudara laki-laki seayah; saudara 

laki-laki seibu; anak saudara laki-laki seibu seayah; anak saudara laki-laki seayah; 

anak saudara laki-laki seibu; saudara laki-laki ayah seibu seayah; saudara laki-laki 

ayah seayah; anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah seibu seayah; anak laki-laki 

dari saudara laki-laki ayah seayah; suami; dan orang laki-laki yang 

memerdekakan (mu‟tiq). 

Ahli waris laki-laki menurut KHI hanya terdiri dari 5 orang; ayah, anak 

laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. 

h. Ahli Waris Perempuan 

Ahli waris perempuan jika dihitung secara global ada tujuh, namun bila 

dihitung secara terperinci, jumlahnya sepuluh orang, yaitu; anak perempuan; ibu; 

cucu perempuan dari anak laki-laki; nenek yang sah sampai terus ke atas (ibunya 

ibu); nenek yang sah sampai terus ke atas (ibunya ayah); saudara perempuan seibu 

seayah; saudara perempuan seayah; saudara perempuan seibu; istri; dan 

perempuan yang memerdekaan (mu‟tiqah). 

Ahli waris perempuan sebagaimana termuat dalam KHI Pasal 174 adalah 

ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. 

 

2. Bagian Waris Anak Perempuan 

Anak perempuan bisa mendapatkan bagian ½ dengan syarat tidak 

bersama-sama mewarisi dengan saudara laki-laki dan seorang diri. Sebagaimana 

ayat: 
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 وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةَ فَ لَهاَ النِّصْفُ 

“Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia 

memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan” (Q.S. An-

Nisaa‟(4): 11)
46

 

Anak perempuan tidak bisa mendapatkan bagian ½ apabila ada anak laki-

laki yang mendapatkan bagian ashabah. Sebab jika dia mendapatkan bagian ½ , 

maka besar bagiannya akan sama dengan anak laki-laki bahkan anak perempuan 

bisa mendapatkan lebih besar dalam kasus lain. Hal ini tidak dibenarkan oleh 

Islam
47

 

Anak perempuan bisa mendapatkan bagian 2/3 jika orang yang 

meninggal hanya meninggalkan ahli waris yang terdiri dua anak perempuan atau 

lebih. Dengan syarat tidak mewarisi bersama dengan anak laki-laki.
48

 Hal ini 

sebagaimana ayat: 

نِسَاءً فوْقَ اثْ نَتَ يْنِ فَ لَهُنَّ ثُ لثُاَ مَا تَ رَكَ فاَِن كُنَّ   

“Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih 

dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang 

ditinggalkan” (Q.S. An-Nisaa‟(4): 11)
49

 

Sama halnya dengan besar bahagian dalam ketentuan fiqh Islam, anak 

perempuan dalam KHI adalah sebagaimana teks berikut dalam Pasal 176 
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KHI“anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua 

orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan 

apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak 

laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”. 

 

3. Bagian Waris Saudara Sekandung  

Saudara/i sekandung merupakan ahli waris yang telah mendapatkan 

bagian secara langsung berdasarkan ketentuan dalam al-Qur‟an yakni saudari 

sekandung dapat menerima bagian 1/2 jika ia seorang diri atau 2/3 jika berdua 

atau lebih (dengan syarat tidak bersama saudara sekandung dan tidak mewarisi 

bersama far‟ul mawarist).
50

 

Seorang atau sekelompok saudara perempuan sekandung dengan seorang 

atau sekelompok saudara laki-laki kandung akan menjadi ahli waris „ashabah bil 

ghair. Sebagiamana dikemukakan oleh Hasanain Muhammad Makhluf.
51

 

Ketentuan mengenai besaran bagian waris saudara termuat dalam 

Kompilasi Hukum Islam Pasal 182 yang berbunyi “Bila seorang meninggal tanpa 

meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan 

kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara 

perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau 

seayah dua atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga 

bagian, Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-
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laki kandung atau seayah maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu 

dengan saudara perempuan.” 

4. Hijab 

Berbeda halnya dengan tengan istilah terhalang (ah-mahrum) yang mana 

seseorang tidak mendapatkan warisan sebab hal membunuh misalnya, terdinding 

(al-mahjub) yakni karena seorang ahli waris tidak mendapatkan bagian sebab ada 

ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih kuat, misalnya kakek tidak dapat 

mewarisi bersama ayah.
52

 

a. Definisi Al-Hajb 

Al-hajb secara bahasa adalah terdinding dan tertahan. Sebagaimana firman 

Allah SWT, 

مْ  يَ وْمَئِدٍ لَّمَحْجُوْبُ وْنَ كَلاَّ انِ َّهُمْ عَنْ رَّبِِِّّ  

“sekali-kali tidak! sesungguhnya mereka pada hari itu benar-

benar terhalang dari (melihat) Tuhannya.” 
53

 (Q.S. Al-

Muthaffifin (83): 15)
54

 

Yang bermakna di akhirat nanti mereka akan terhalang melihat Allah. 

Sebagaimana kata hajib yang digunakan sebagai penjaga pintu yang 

menghalangi orang masuk ke rumah pemilik tanpa seizinnya. Subjek 

dalam hal ini adalah hajib, sedangkan objeknya adalah mahjub. Oleh 

karenanya, hajib adalah orang yang menghalangi orang lain mendapatkan 
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bagian warisan. Sedangkan mahjub adalah orang yang terhalang 

mendapatkan bagian warisan. 

Al-hajb menurut istilah ialah terhalangnya ahli waris menerima bagian 

harta waris, baik secara sebagian maupun keseluruhan sebab adanya ahli 

waris lain yang lebih berhak menerima warisan.
55

 

 

b. Pembagian Al-Hajb 

Al-hajb terbagi menjadi dua macam, yakni: 

1) Hajb (terhalang) karena sifat.  

Ahli waris terhalang mendapatkan harta warisan secara keseluruhan karena 

adanya status tertentu yang melekat padanya, seperti pembunuhan atau 

murtad. 

2) Hajb karena orang lain.  

Yakni, ada ahli waris lain yang lebih dekat atau lebih berhak menerima 

harta waris sehingga menghalangi seorang ahli waris menerima harta 

waris. Bagian ini terbagi lagi menjadi dua bagian: 

Pertama, penghalang yang menghapus seluruh bagian orang (hirman), 

yang mana seseorang terhalang sama sekali dalam mendapatkan bagian 

harta waris karena ada yang lebih kuat (berhak) darinya, seperti halnya 

kakek terhalang seluruhnya oleh bapak, cucu laki-laki dari anak laki-laki 

terhalang oleh anak laki-laki, saudara laki-laki seayah terhalang oleh 

saudara laki-laki seibu seayah, nenek terhalang oleh ibu, dan yang lain. 
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Kedua, penghalang yang mengurangi bagian orang (nuqshan), yakni 

seorang ahli waris yang secara praktis mendapatkan bagian harta waris. 

Namun, karena ada ahli waris lain dia tidak mendapatkan bagian utuh atau 

yang seharusnya dia dapat. Misalnya, bagian ibu akan menjadi 1/6 karena 

ada anak pewaris, yang mana seharusnya ibu mendapatkan 1/3.
56

 

 

B. Teori Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan 

Satjipto Rahardjo dalam bukunya mengutip pendapat Gustav Radbruch 

bahwa "hukum itu haruslah mengandung berbagai dasar nilai dari hukum. Nilai 

hukum itu adalah nilai keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum.
57

 Walaupun 

ketiga nilai dasar tersebut merupakan nilai dasar hukum, ketiganya memiliki 

tuntutan yang berbeda sehingga memiliki potensi bertentangan.
58

  

Di dalam sebuah karya hukum, ketiga teori tersebut harus terkandung 

semuanya sebagai satu kesatuan dari nilai dasar hukum tidak dapat hanya 

terkandung salah satu atau beberapa dari ketiganya. Oleh karenanya tidak ada 

hirarki dari ketiganya mengenai mana yang lebih penting dan mana yang boleh 

tidak perlu dimuat dalam suatu karya hukum, dengan penekanan sekali lagi 

ketiganya adalah satu kesatuan dalam karya hukum. Ketiganya adalah hal yang 

berbeda yang memiliki kriteria dan tuntutan tersendiri. Berikut akan penulis 

jelaskan lebih rinci mengenai ketiga nilai dasar tersebut: 
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1. Keadilan 

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bagian; keadilan distributive 

dan keadilan komulatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut 

bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi haknya, jadi sifatnya 

proporsional. Sedangkan keadilan komutatif menyangkut mengenai masalah 

penentuan hak adil di antara beberapa manusia pribadi yang setara, baik di antara 

manusia pribadi fisik maupun antara pribadi non fisik.
59

 Dengan kata lain keadilan 

komulatif ialah memberi keadilan kepada setiap orang sama banyaknya dan tidak 

memandang persoalan lain.
60

 

Di lain literatur terdapat tiga pengertian keadilan dalam perspektif 

Aristoteles, yakni; keadilan berbasis persamaan, distributif, dan korektif. 

Keadilan berbasis persamaan, pada dasarnya hukum itu mengikat 

terhadap semua orang. Oleh karenya benar pemahaman mengenai perlu adanya 

kesamaan agar dapat mencapai suatu keadilan. Kesamaan itu terbagi menjadi dua 

macam. Pertama, kesamaan numerik; semua orang memiliki derajat yang sama di 

hadapan hukum. Kedua, kesamaan proporsional; memberikan kepada setiap orang 

apa yang menjadi haknya. 

Keadilan distributif, hal ini erat kaitannya dengan keadilan proporsional, 

yang mana memiliki prinsip pemberian hak sesuai besar kecilnya jasa yang 

diberikan, sehingga keadilan ini berdasarkan mengenai persamaan, namun sesuai 

dengan besar porsinya masing-masing (proposional). 
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Keadilan korektif, keadilan yang bertolak belakang dari pembetulan atas 

suatu kesalahan. Contohnya, ketika ada seseorang yang melakukan kesalahan 

terhadap orang lain sehingga timbul suatu kerugian. Maka orang yang 

mengakibatkan kerugian itu haruslah memberikan ganti rugi atau kompensasi 

kepada orang yang dirugikan guna memulihkan keadaannya sebagai akibat dari 

kesalahan yang ditimbulkan.
61

 

Sedangkan Thomas Aquinas mengatakan bahwa keadilan terbagi menjadi 

dua macam, keadilan yang memiliki sifat umum dan keadilan yang memiliki sifat 

khusus. Keadilan yang memiliki sifat umum adalah keadilan yang terrefleksikan 

dalam rumusan peraturan perundang-undangan yang wajib ditaati demi 

kepentingan masyakarat umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan 

berangkat dari dasar persamaan dan proporsionalitas.
62

 

Kemudian pandangan Hans Kelsen mengenai keadilan adalah bahwa 

keadilan merupakan suatu hal yang sarat berkaitan dengan tatanan sosial. 

Menurutnya, tatanan sosial masyarakat adalah suatu tatanan yang adil. Hal itu 

memiliki maksud bahwa tatanan yang ada dan berlaku pada masyarakat 

merupakan tata yang mengatur perbuatan manusia yang dapat memberikan 

kebahagiaan pada seluruh masyarakat, bukan pada manusia individu. Sehingga 

dapat ditarik kesimpulan, keadilan adalah kebahagiaan dari tatanan masyarakat.
63

 

L. J. Van Apeldorn mengatakan dalam bukunya bahwa ada teori etis 

yang mana menurut teori itu hukum semata-mata menghendaki keadilan, isi 

hukum harus dirumuskan melalui kesadaran ethis kita tentang apa yang adil dan 
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apa yang tidak adil. Menurut Apeldorn teori itu berat sebelah karena ia tidak 

mempertimbangkan keadaan sebenarnya. Hukum menetapkan peraturan-peraturan 

yang bersifat umum yang dapat dijadikan petunjuk bagi orang-orang dalam 

bergaul dalam kehidupan sosial. Jika hukum semata-mata hanya cenderung 

menghendaki keadilan, yang mana memiliki tujuan memberi tiap-tiap orang apa 

yang patut diterimanya, maka hukum tidak dapat membuat peraturan-peraturan 

yang bersifat umum.  

Jika demikian, yang terjadi adalah keadaan yang tidak teratur dan bukan 

keadaan yang teratur. Sebab jika hukum cenderung pada nilai keadilan, yang 

bersifat subjektif, dan tidak bisa membuat peraturan umum, maka tidak mungkin 

dibuat hukum yang tidak mempunyai sifat umum, baik tertulis maupun tidak 

tertulis. Jika tidak ada peraturan umum, maka berarti terjadi ketidaktentuan 

sungguh-sungguh, mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan 

ketidaktentuan itu akan menimbulkan perselisihan antara orang-orang. Dan sekali 

lagi keadaan akan kacau. 

Dan Apeldorn menyimpulkan hukum harus menentukan peraturan yang 

memiliki sifat umum, harus menyamaratakan. Sedangkan keadilan 

menyamaratakan; keadilan menuntut supaya tiap-tiap perkara harus ditimbang 

tersendiri: suum cuique tribuere.
64

 

Sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fadlil Sumadi, Socrates mengatakan 

bahwa keadilan dalam keputusan hukum haruslah memenuhi tiga syarat tidak 
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memihak atau berat sebelah, memegang pada fakta yang benar, dan tidak 

sewenang-wenang atas kekuasaannya.
65

 

Satjipto Rahardjo berkata bahwa keadilan itu inti hukum. Keadilan tidak 

hanya dilihat secara matematis mengenai bagian angka yang didapatkan oleh tiap-

tiap orang sama rata. Karena keadilan adalah sesuatu yang berada dibalik dari 

angka tersebut (metafisis), yang terumuskan secara filosofis oleh penegak hukum 

yaitu hakim.
66

 

 

2. Kepastian Hukum 

Kepastian hukum memastikan berjalannya fungsi hukum sebagai aturan-

aturan yang wajib ditaati.
67

 Hukum merupakan suatu instruksi wajib. Serupa pula 

dengan putusan hakim, yakni amar atau perintah yang harus dilaksanakan oleh 

pihak yang berperkara. Hakim sebagai corong undang-undang dalam menerapkan 

hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Syafrudin kalo membagi kepastian hukum menjadi dua; kepastian dalam 

hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.
68

 Yang dimaksud dengan 

kepastian dalam hukum itu sendiri adalah tiap-tiap norma hukum haruslah 

menggunakan kalimat-kalimat yang tidak multitafsir atau mengandung penafsiran 
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berbed-beda. Sehingga akan mengakibatkan pada dua perilaku hukum saja, yakni 

patuh atau tidak patuh hukum. Sedangkan kepastian karena hukum yakni karena 

hukum itu sendiri yang menjadikan adanya kepastian. Contohnya hukum 

menentukan adanya daluwarsa, yakni saat telah waktu yang ditentukan seseorang 

akan mendapatkan hak atau kehilangan hak. Dengan demikian, hukum 

memberikan kepastian kepada seseorang melalui lembaga daluwarsa untuk 

mendapatkan suatu hak tertentu atau kehilangan hak.
69

  

 

3. Kemanfaatan 

Hukum diciptakan untuk manusia, maka pelaksanaan dan penegakan 

hukum wajib memberikan kemanfaatan atau kegunaan bagi masyarakat itu 

sendiri.
70

 Bukan malah sebaliknya, hukum menjadi sesuatu yang membuat resah 

masyarakat.
71

 

Sebagaimana kutipan oleh Mohamad Aunurrohim dari pendapat Jeremy 

Bentham, “Hukum baru dapat disebut sebagai hukum, jika ia memberikan 

manfaat sebesar-besarnya kepada sebanyak-banyaknya orang.”
72

 

Ada dua sisi kemanfaatan hukum yang termuat dalam putusan hakim; 

pertama, kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Kedua, 

kemanfaatan setelah adanya putusan bagi pihak yang berperkara. Putusan hakim 

akan menjadi contoh, memberi efek jera dan peringatan terhadap masyarakat. Hal 

ini selaras dengan tujuan hukum yakni sebagai social control dan social 
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engineering. Nilai kemanfaatan juga berlaku sebagai batas guna hakim tidak acuh 

pada dinamika sosial masyarakat.
73

 

 

4. Hubungan Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan 

Pada dasarnya hasil dari penegakan hukum harus memberikan manfaat 

atau daya guna (utility) bagi masyarakat, namun di lain sisi masyarakat juga 

mengharapkan adanya keadilan dalam hal penegakan hukum. Kendatipun 

demikian, tak dapat dipungkiri bahwa apa yang dianggap berguna atau bermanfaat 

secara sosiologis belum tentu adil, begitupun sebaliknya apa yang dianggap adil 

secara filosofis belum tentu berguna atau bermanfaat bagi masyarakat.
74

 

Syafruddin Kalo mengutip pendapat Sudikno Mertokusumo, bahwa 

keadilan harus diperhatikan dalam penegakan hukum, akan tetapi hukum tidak 

identic dengan keadilan, melainkan hukum itu bersifat umum, mengikat pada tiap-

tiap orang, dan bersifat menyamaratakan. Tanpa membedakan status apapun diri 

seseorang, orang yang mencuri haruslah dihukum. Lain hailnya, keadilan bersifat 

subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Keadilan menurut seseorang 

belum tentu adil bagi orang lain.
75

 

Berdasarkan pada pendapat hukum sebagaimana penjelasan di atas, dapat 

disimpulkan bahwa hukum tidak hanya ditekankan pada satu nilai saja, tetapi 

harus mengandung pelbagai nilai yang lain juga. Tidak hanya menekankan pada 

aspek kepastian hukum saja, tetapi melihat pada aspek kemanfaatan ataupun juga 

pada aspek keadilan. 
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Selanjutnya Sudikno Mertokusumo dalam kutipan Syafruddin Kalo 

berpendapat bahwa jikalau kita hanya cenderung berpegang pada nilai kepastian 

hukum, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. 

Karena bagi nilai kepastian itu yang penting adalah peraturan itu sendiri. 

Mengenai apakah peraturan itu telah memenuhi nilai keadilan dan nilai kegunaan 

bagi masyarakat merupakan hal diluar urusan nilai kepastian. Begitu pula jika 

cenderung pada satu nilai keadilan saja ataupun kegunaan saja. Karena keduannya 

tidak berurusan pada aspek nilai yang lainnya. Oleh karenanya kita harus berusaha 

membuat kesebandingan yang serasi antar ketiga nilai itu secara proporsional, 

seimbang, dan selaras.
76
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BAB III 

ANALISIS NILAI KEADILAN, KEPASTIAN, DAN KEMANFAATA 

DALAM PUTUSAN NOMOR 122/K/AG/1995 

 

A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 

122K/AG/1996 

1. Duduk Perkara 

a. Penggugat 

Pada tahun 1895 terjadi pernikahan antara R. Icak dan Omot. Keduanya 

memiliki enam orang anak. Secara berurutan; Utom bin R. Icak, Uto bin R. Icak, 

Icih binti R. Icak, Patah bin R. Icak, Titi binti R. Icak, dan Wawin bin R. Icak. R 

Icak meninggal tahun 1947 disusul isterinya pada tahun 1957.
77
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Utom meninggal tahun 1973 dan Icih meninggal 3 September 1992. Titi 

sebagai orang yang meninggalkan harta waris pada perkara ini meninggal pada 25 

April 1991. Sehingga dapat disimpulkan, ketika Titi meninggal dunia 

meninggalkan empat saudaranya yakni; Uto, Icih, Patah, dan Wawin.
78

 

Perkara ini bermula pada gugatan yang diajukan oleh Patah bin R. Icak, 

Ujang S. bin H. A. Suhanda, dan Uto bin R. Icak. Ketiganya disebut sebagai Para 

Penggugat pada proses peradilan tingkat pertama yang kemudian dikuasakan 

kepada Agus Subarkah Patah sebagai Kuasa Penggugat.
79

 

Selanjutnya pada peradilan tingkat banding, ketiga-tiganya menjadi pihak 

Terbanding. Dan terakhir pada tingkat kasasi, mereka penggugat asal menjadi 

Pemohon Kasasi. 

Analisis penulis, berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum 

Islam, sebab hal para pihak yang bersengketa dalam perkara waris ini adalah 

pihak-pihak yang beragama islam dengan status sebagai ahli waris, maka perkara 

ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan 

mengadilinya. 

 

b. Tergugat 

Pihak yang menjadi lawan dalam perkara ini adalah Tati Supiati binti 

Marto dan Wawin bin R. Icak yang disebut sebagai Tergugat asli, Pembanding -

Wawin menjadi turut terbanding-, dan keduanya menjadi Termohon Kasasi.
80
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c.  Pokok Sengketa 

Analisis penulis, pokok perkara berdasarkan gugatan dan jawaban dari 

para pihak adalah sengket waris. Ujang S (adalah salah satu dari lima anak Icih 

binti R. Icak yang memohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris pengganti 

ibunya, alm Icih), Patah dan Uto (keduanya berstatus sebagai saudara kandung 

laki-laki dari Almarhumah Titi) mengajukan tuntutan kepada Pengadilan untuk: 

1) Menetapkan seluruh ahli waris dari Titi binti R. Icak dan menetapkan 

Ujang S sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Icih (saudara 

Titi). 

2) Membatalkan hibah Titi binti R. Icak kepada Tergugat atas harta-

hartanya.  

Gugatan ini terjadi sebab jawaban dari Tergugat (Tati Supiati, anak 

perempuan Titi binti R. Icak) yang menyatakan bahwa harta-harta 

ibunya (alm. Titi) telah dihibahkan seluruhnya.
81

 

3) Menetapkan harta-harta milik alm. Titi sebagai tirkah, Menetapkan sah 

dan berharga Sita Jaminan (CB) atasnya, dan membagikan harta waris 

kepada ahli waris yang berhak. 

 

d. Objek Sengketa 

Objek sengketa dalam perkara ini yang dikuasai oleh Tati Supiati (anak 

kandung perempuan) adalah; 
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1) Sebidang tanah sawah, Persil No. 42 letter C baru Nomor 2077 Luas 

4820 m
2
, terletak di Blok Jl. Perintis Kemerdekaan Cibadak Sukabumi; 

2) Sebidang tanah darat, luas 740 m
2
 AD-letter d (baru), Nomor 2977 

tertelah di Blok Bojong Setra RT 03/001 Kelurahan Cibadak, 

Kecamatan Cibadak; 

3) Uang tunai sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) 

pembayaran hutang dari pihak ke-3 (A. Susilo). 

 

2. Putusan Tingkat Pertama 

a. Pertimbangan 

Majelis hakim Pengadilan Agama Cibadak yang mengadili perkara 

memberikan pertimbangan hukum sebagaimana berikut; 

1) Menetapkan ahli waris almarhumah Titi binti R. Icak adalah: a) Tati 

Supiati (anak kandung perempuan), b) Patah (saudara kandung laki-

laki), c) Icih binti R. Icak (saudara kandung perempuan), d) Uto bin R. 

Icak (saudara kandung laki-laki), e) Wawin bin R. Icak (saudara 

kandung laki-laki); 

2) Menolak permintaan untuk menjadikan Ujang S sebagai ahli waris 

pengganti dari Icih binti R. Icak, sebab Icih masih hidup sewaktu Titi 

binti R. Icak meninggal dunia; 

3) Majelis menggunakan dasar hadis dari Sa‟ad bin Abi Waqqas r.a. dan  

dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 210 ayat (1) yang berisikan 

larangan menghibahkan harta lebih dari 1/3 yang sekiranya dapat 
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mengganggu hak-hak ahli waris lainnya. Dengan demikian, hibah dari 

Titi binti R. Icak kepada anak perempuannya Tati Supiati dianggap 

sah. Namun, jumlahnya dikembalikan dengan batas 1/3 dari harta 

sengketa. 

Analisis penulis, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hakim tingkat 

pertama menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan al-Qur‟an dan hadis, juga 

menerapkan peraturan yang ada pada Kompilasi Hukum Islam. Majelis telah 

menentukan bahwa ahli waris dari alm Titi adalah anak perempuannya dan begitu 

pula saudara-saudari kandung darinya. 

Penulis melihat bahwa hakim mengadili perkara dengan dasar hukum 

kewarisan sebagaimana dalam Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang 

menyatakan bahwa “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh 

bagian ..”.  

Penulis melihat dengan memberikan pertimbangan bahwa harta sengketa 

akan dibagi ulang kepada para pihak (anak perempuan/tergugat maupun saudara-

saudara kandung pewaris/penggugat), maka keputusan hakim untuk melakukan 

sita jaminan terhadap barang yang berada di bawah kekuasaan tergugat 

(conservatoir beslaag) ini telah tepat. Harta yang disita dalam perkara ini berupa 

barang bergerak yakni uang dan benda tidak bergerak berupa tanah beserta 

bangunan yang berdiri di atasnya. Hal ini selaras dengan aturan yang ada pada 

Pasal 226 dan 227 HIR/ Pasal 260 dan 261 RBg. 
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Akan tetapi, Pertimbangan dalam putusan tingkat pertama ini tidak 

memperhatikan  dasar hukum lain seperti halnya Yurisprudensi Mahkamah 

Agung RI Nomor 86/K/AG/1994. Sehingga menurut penulis Putusan dari 

Pengadilan Agama Cibadak ini tidak tepat. 

 

b. Amar Putusan 

Adapun diktum putusan Pengadilan Agama Nomor 

316/Pdt.G/93/PA.Cbd adalah diantaranya sebagai berikut: 

1) Menetapkan sah Sita Jaminan (CB) yang telah dilaksanakan oleh 

Jurusita Pengadilan Agama Cibadak atas harta sengketa almarhumah 

Titi binti R. Icak. 

2) Menetapkan 1/3 bagian dari harta sengketa sebagai hibah dari alm. Titi 

kepada Tergugat (Tati). Besarannya yakni 1/3 x 5.560 m
2
 dan 1/3 x 

uang Rp. 12.000.000,- = 1.853,33 m
2
 dan uang Rp. 4.000.000,-. 

3) Menetapkan 2/3 bagian dari harta sengketa sebagai tirkah (harta 

peninggalan) dari alm Titi binti R. Icak. Besarannya adalah 3.706,67 

m
2
 dan uang tunai Rp. 8.000.000,-. 

4) Menetapkan ahli-ahli waris yang sah dari alm Titi binti R. Icak 

besertab besar bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut; 

a) Tati Supiati (anak perempuan) dapat 7/14 x 3.706,67 m
2
 = 1.853,33 

m
2
 dan 7/14 x Rp. 8.000.000,- = Rp. 4.000.000,-; 

b) Patah bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat 2/14 x 3.706,67 m
2
 = 

529,53 m
2
 dan 2/14 x Rp. 8.000.000,- = Rp. 1.142.857,14,-; 
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c) Uto bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat 2/14 x 3.706,67 m
2
 = 

529,53 m
2
 dan 2/14 x Rp. 8.000.000,- = Rp. 1.142.857,14,-; 

d) Wawin bin R. Icak (saudara laki-laki) dapat 2/14 x 3.706,67 m
2
 = 

529,53 m
2
 dan 2/14 x Rp. 8.000.000,- = Rp. 1.142.857,14,-; 

e) Icih binti R. Icak (saudara perempuan) dapat 1/14 x 3.706,67 m
2
 = 

264,75 m
2
 dan 1/14 x Rp. 8.000.000,- = Rp. 571.428,58,-. 

5) Menghukum Tergugat (Tati Supiati) menyerahkan harta sengketa 

sebagaimana di atas dan menghukum Tergugat membayar biaya 

perkara sebesar Rp. 60.000,-. 

 

3. Putusan Banding 

a. Pertimbangan 

Atas Putusan Nomor 316/Pdt.G/93/PA.Cbd, Tati Supiati mengajukan 

upaya hukum banding. Tati Supiati sebagai Pembanding mengajukan memori 

banding yang kemudian telah dibalas dengan kontra memori banding oleh 

Terbanding (Patah, Uto, dan Ujang S) dan Turut Terbanding (Wawin). 

Setelah meneliti berkas dan bahan keterangan Pembanding juga 

Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan alasan-alasan 

Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut. 

Hakim Tunggal tingkat banding menyatakan bahwa Majelis Hakim 

tingkat pertama telah keliru dalam melakukan penilaian hukum atas alat bukti. 

Menimbang, bahwa andaikata quod non pemberi serta 

penerima kuasa dimaksud dipandang sah, akan tetapi Hakim 

pertama telah bertindak keliru dalam melakukan penilaian 

hukum atas alat bukti yang diajukan oleh 
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Penggugat/Terbanding hanya dilihat dari satu sisi semata 

dengan tanpa memperhatikan alat bukti asli, tanpa 

mempertimbangkan bukti lainnya sebagai dasar pembuktian 

(taalkundige argumenten) dari pihak Tergugat/Pembanding, 

sehingga dengan sendirinya majelis Hakim telah menyatakan 

alasan-alasan hukum yang tidak tepat baik formeel maupun 

matereel, oleh sebab itu dipandang tidak sesuai dengan 

ketentuan hukum acara tentang pembuktian (vide ps. 163 

HIR).
82

 

Analisis penulis, kata “alat bukti asli” dalam pertimbangan hukum pada 

peradilan banding ini tidak jelas. Begitu pula pertimbangan tergesa-gesa mengenai 

surat kuasa dari para penggugat kepada kuasa hukumnya. Akan tetapi, mengenai 

hukum pemberian kuasa ini tidak akan dibahas, namun dapat dilihat dalam 

lampiran putusan ini. 

 

b. Amar Putusan 

Adapun amar yang dijatuhkan oleh Hakim Tunggal tingkat banding 

dalam Putusan Nomor 64/Pdt.G/1994/PTA.Bdg adalah sebagai berikut: 

1) Membatalkan Putusn Pengadilan Agama Cibadak Nomor 

316/Pdt.G/93/PA.Cbd. 

Dengan mengadili sendiri; 

a) Menyatakan gugaatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet 

On Vankik Verklaard); 

b) Mengangkat sita jaminan (CB) yang telah dilaksanakan 

Pengadilan Agama Cibadak dalam perkara No. 

316/Pdt.G/93/PA.Cbd; 
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c) Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara peradilan 

tingkat pertama sebesar Rp. 60.000,-. 

2) Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara peradilan 

banding sebesar Rp. 10.500,-. 

 

4. Putusan Kasasi 

a. Pertimbangan 

Atas putusan tingkat banding perkara tersebut, Patah, Ujang S, dan Uto 

sebagai pemohon kasasi telah menggugat Tati Supiati dan Wawin sebagai 

termohon kasasi. Gugatannya berisikan pada pokoknya atas dalil-dalil 

sebagaimana pada dua putusan sebelumnya. 

Memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi diaukan dalam 

tenggang waktu dan dengan cara yang sesuai dengan Undang-Undang No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan tidak bertentangan Undang-Undang 

No. 14 Tahun sehingga permohonan kasasi dapat diterima secara formil.  

Secara implisit pertimbangan dalam putusan ini telah menerapkan aturan-

aturan yang berlaku seperti halnya Kompilasi Hukum Islam. Sesuai dengan Pasal 

172 KHI ahli waris yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah ahli waris 

yang beragama Islam yang dapat diketahui dari kartu identitas. 

Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan pertimbangan dalam 

perkara ini; pewaris (alm. Titi binti R. Icak) meninggalkan anak perempuan (Tati 

Supiati) sehingga saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi terhijab atau 

tertutup. 
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Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994, dalam 

pertimbangan hukumnya menggunakan pendapat dari Ibnu Abbas mengenai kata 

“al-walad” dalam ayat 176 Q.S. An-Nisa‟ (4).
83

 

Ibnu Abbas berpendapat bahwa kata “al-walad” tidak hanya berartikan 

anak laki-laki saja, tetapi juga anak perempuan. Ibnu Abbas menganalogikan 

dengan status ibu yang terhijab nuqshon menjadi seperenam yang awalnya 

sepertiga, suami yang awalnya setengah menjadi seperempat, dan istri yang 

awalnya seperempat menjadi seperdelapan oleh anak tanpa membedakan apakah 

anak itu laki-laki maupun perempuan. Oleh karenanya seharusnya saudara tidak 

mendapatkan harta warisan karena ada anak, baik laki-laki maupun perempuan.
84

 

Hal ini mengakibatkan hukum yang berbeda bagi kewarisan yang terdiri 

atas anak perempuan dan saudara kandung. Sehingga sama halnya dengan anak 

laki-laki yang dapat menghalangi (sebagai hajib hirman) saudara sekandung maka 

anak perempuan pun dapat menghalangi (sebagai hajib hirman) saudara 

sekandung. Oleh karena anak perempuan menjadi pewaris tunggal maka 

berlakulah hukum radd atau seluruh harta kembali kepada anak perempuan, 

dengan kata lain anak perempuan mendapatkan seluruh harta warisan. 

Telah ada penelitian mengenai putusan pengadilan agama tingkat 

pertama dengan duduk perkara sengketa waris antara saudara sekandung dengan 

anak perempuan yang dalam pertimbangan hukum menggunakan yurisprudensi 

berupa putusan di atas. Dalam penelitiannya, hasil kesimpulan menyatakan bahwa 

pertimbangan hukum mengenai anak perempuan yang mewarisi seluruh harta 
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warisan dan menghalangi (sebagai hajib hirman) saudara sekandung tidaklah 

bertentangan dengan kaidah hukum Islam. 

Jika ditelaah lebih lanjut dalam aturan hukum kewarisan Islam di 

Indonesia, yakni pada Pasal 181 dan 182 KHI bahwa saudara dari pewaris akan 

mendapatkan bagian harta manakala pewaris tidak meninggalkan anak dan ayah. 

Anak yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah baik anak laki-laki maupun 

perempuan. 

 Dan diperkuat pula pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam 

“Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: 

anak, ayah, ibu, janda atau duda.” Sehingga jika ahli waris terdiri dari anak 

perempuan dan saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, maka ahli waris 

yang berhak mendapat warisan adalah anak perempuan.  

Dengan demikian, putusan ini tidaklah bertentangan dengan aturan 

hukum yang berlaku dan telah menerapkan aturan hukum dengan benar sesuai 

Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi MARI Nomor 86/K/AG/1994 

 

b. Amar Putusan 

Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada 

hari: Kamis tanggal 11 April 1996, mengadili perkara dalam Putusan Nomor 122 

K/AG/1995 sebagaimana beriktut: 

1) Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi dengan 

membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 
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64/Pdt.G/1994/PTA.Bdg dan Putusan Pengadilan Agama Cibadak 

Nomor 316/Pdt.G/93/PA.Cbd. 

2) Mengadili sendiri dengan menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir 

Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibadak a quo tidak 

sah dan tidak berharga. 

3) Memerintahkan Pengadilan Agama Cibadak untuk mengangkat Sita 

Jaminan (CB) tersebut. 

4) Menghukum pemohon kasasi/penggugat-penggugat asal membayar 

biaya perkara baik dalam tingkat pertama, tingkat banding maupun 

tingkat kasasi dan dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp. 50.000,-

. 

 

B. Analisis Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam 

Putusan Nomor 122/K/AG/1995 

Setelah hakim telah mengetahui secara obyektif duduk perkara 

berdasarkan dari pembuktian, hakim haruslah menentukan peraturan hukum yang 

sesuai.
85

 Hakim membutuhkan penalaran hukum guna menemukan peraturan 

hukum yang tepat dengan duduk perkara. Ada tiga langkah, yakni: pertama, 

menentukan hukum atau menentukan kaidah hukum yang ada pada perundang-

undangan. Kedua, menafsirkan kaidah yang dipilih dengan cara melihat makna, 
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sifat, dan tujuan dari kaidah itu dibentuk. Ketiga, menerapkan kaidah itu dalam 

perkara.
86

 

Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa putusan yang diadili oleh 

hakim harus mengandung tiga nilai, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. 

Penulis menarik kesimpulan dari pendapat para tokoh sebelumnya bahwa tolak 

ukur tiga nilai tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Keadilan 

a. Persamaan hak dan kewajiban di depan hukum 

Keadilan diwujudkan dalam pemberian bagian sama berupa hak dan 

kewajiban melalui persamaan derajat atau kedudukan saat dalam 

persidangan. Ini selaras sebagaimana pandangan Aristoteles, Thomas 

Aquinas, Socrates, dan Satjipto Rahardjo. 

Analisis penulis, dalam putusan ini, hakim telah menunjukkan sikap 

memberikan persamaan hak dan kewajiban bagi para pihak dengan cara 

memberikan kesempatan bagi keduanya mengajukan gugatan ataupun 

jawaban dan diberikan kesempatan untuk memberikan pembuktian 

yang serupa. Dalam putusan dapat dilihat bahwa pemohon kasasi 

diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan dalam memori 

kasasinya begitu pun termohon kasasi dengan jawabannya. Hal ini 

dapat dilihat dalam teks putusan, sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang 

No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, maka 
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permohonan kasasi atas putusan atau Penetapan 

Pengadilan Tingkat Banding atau tingkat terakhir di 

Lingkungan Peradilan Agma dan penerimaan memori 

kasasi yang memuat alasan-alasannya, serta penerimaan 

surat jawaban terhadap memori kasasi tersebut harus 

didasarkan pada tenggang-tenggang waktu sebagaimana 

ketentuan Undang-undang Mahkamah Agung tersebut;
87

 

 

Dalam kalimat “..penerimaan memori kasasi yang memuat alasan-

alasannya, serta penerimaan surat jawaban terhadap kasasi..” 

menunjukkan bahwa secara hukum acara putusan memberikan hak 

yang sama terhadap para pihak. 

Begitu pula dalam putusan kasasi ini, adanya pertimbangan hakim yang 

menanggapi segala tuntutan baik dari pemohon kasasi maupun 

termohon kasasi walaupun pertimbangan itu berisikan penolakan. 

Contohnya penolakan pada pertimbangan sebagaimana kalimat 

lengkapnya, sebagai berikut: 

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan  

kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Patah bin R. 

Icak dan kawan-kawan tersebut berdasarkan alasan 

sendiri Mahkamah Agung berpendapat bahwa 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung telah salah 

menerapkan hukum, sebab pemberian kuasa tidak selalu 

harus diberikan bersama-sama.
88

 

 

Analisis penulis juga, perihal amar putusan yang membuat anak 

perempuan menghalangi (sebagai hajib hirman) saudara kandung, 

sehingga mewarisi seluruh harta warisan telah sesuai dengan prinsip 

keadilan secara proporsional jasa atau retribusi dari peran anak terhadap 

orang tuanya. Sebab dalam tata sosial masyarakat Indonesia, anak 
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memiliki kontribusi yang lebih besar dalam kehidupan orang tuanya 

dibandingkan dengan saudara kandung. 

b. Penerapan peraturan perundang-undangan dengan putusan hakim yang 

sesuai 

Hal ini penulis dapatkan dari pandangan Thomas Aquinas dan Hasn 

Kelsen yang menyatakan bahwa keadilan dapat ditemukan pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula L.J. Van 

Apeldoorn bahwa peraturan umum sebagai patokan guna mengadili 

suatu sengketa. 

Analisis penulis, majelis hakim telah benar menerapkan peraturan yang 

berlaku yakni pada pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

1970, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, dan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 yang bersangkutan. 

Terhadap pertimbangan hakim dalam pokok sengketa, sebagaimana 

berikut: 

Menimbang, selanjutnya Mahkamah Agung 

mempertimbangkan bahwa dalam perkara ini: pewaris 

meninggalkan anak perempuan yaitu tergugat  asal I 

sehingga saudara-saudara dari pewaris haknya menjadi 

terhijab atau tertutup.
89

 

 

Pertimbangan ini memiliki dasar hukum yang cukup kuat, dari aspek 

yuridis maupun hukum Islam.  
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pertimbangan dalam putusan ini tidak bertentangan dengan kaidah 

hukum Islam dan memiliki dasar pada pendapatnya sahabar.a.. yang 

dirasa sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia. 

Berdasarkan teori kewarisan Islam yang diuraikan pada bab 

sebelumnya, manakala seorang ahli waris menjadi penghalang atas 

suatu kewarisan ahli waris lainnya maka ia disebut dengan hajib. 

Adapun hajib yang dapat menghalangi kewarisan ahli waris lain secara 

keseluruhan bagian maka disebut hajib hirman. 

Pertimbangan hukum dalam putusan ini juga tidak bertentangan dengan 

kewarisan hukum Islam mengenai anak perempuan yang menghalangi 

(sebagai hajib hirman) saudara sekandung. Dan sejalan dengan 

yurisprudensi sebagaimana dalam Putusan MARI No. 86 K/AG/1994. 

c. Pengakuan Masyarakat 

Analogi terbalik dari pandangan Aquinas, Kelsen, dan Apeldoorn yakni 

tidak adanya kekacauan masyarakat yang timbul setelah adanya putusan 

dan adanya pengakuan dan respon positif dari masyarakat merupakan 

tanda tercapainya nilai keadilan. 

Analisis penulis, putusan ini telah diakui secara tidak langsung oleh 

masyarakat dengan tidak adanya upaya-upaya penolakan dan kritik. 

Secara langsung melalui kaidah hukum yuridis sebagaimana dalam 

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, putusan ini -putusan kasasi 

Mahkamah Agung- telah mendapatkan pengakuan sebagai 
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yurisprudensi atau kaidah hukum yang bahkan dapat dijadikan dasar 

hukum bagi proses peradilan setelahnya. 

 

2. Kepastian hukum 

a. Adanya dasar hukum yang berlaku 

Putusan memuat undang-undang yang berlaku atau kaidah hukum yang 

relevan. Kepastian karena hukum berupa karena adanya hukum itu 

sendiri menimbulkan kepastian. ini merupakan dasar dalam penegakan 

hukum. Sehingga guna mewujudkan dan menerapkannya penegak 

hukum haruslah memperhatikan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

Analisis penulis, putusan yang diteliti telah memuat peraturan 

perundang-undangan yang sesuai dan beberapa kaidah hukum lain. Ada 

pasal-pasal dari tiga undang-undang yang bersangkutan dan beberapa 

kaidah hukum yang sesuai dengan yurisprudensi juga kewarisan Islam 

termuat dalam putusan ini. Dengan demikian, putusan ini telah 

memenuhi kriteria nilai kepastian hukum berupa adanya dasar hukum. 

Pertimbangan yang berkaitan dengan kewenangan absolut dan hukum 

acara dalam proses peradilan sebagaimana berikut: 

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta 

alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak 

lawan dengan cara yang ditentukan Undang-undang, maka 

oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat 

diterima.
90
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telah sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. 

Dalam contoh kalimat lain putusan, sebagaimana beriktut: 

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang 

dipertimbangkan diatas, maka terdapat alasan untuk 

mengabulkan pemohon kasasi yang diajukan oleh 

pemohon kasasi Patah bin R. Icak dan kawan kawan 

tersebut serta membatalkan putusan Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung dan putusan Pengadilan Agama 

Cibadak sehingga Mahkamah Agung akan mengadili 

sendiri perkara ini dengan menolak gugatan penggugat.
91

 

 

Tindakan majelis telah tepat sebagaimana Pasal 29 Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 yang mana berbunyi “Mahkamah Agung 

memutus permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tingkat 

Banding atau Tingkat Terakhir dari semua lingkungan peradilan” dan 

Pasal 30 bagian (b) bahwa Mahkamah Agung membatalkan putusan 

atau penetapan pengadilan karena salah menerapkan atau melanggar 

hukum yang berlaku. 

b. Tidak adanya pertentangan antara aturan hukum yang digunakan 

dengan aturan hukum lain. 

Kepastian dalam hukum berupa kalimat-kalimat hukum yang tidak 

multitafsir. Kaidah ini berlaku pula pada aturan-aturan hukum lain. 

Oleh karenanya, tidak dibenarkan dalam penegakan hukum, 

menggunakan dasar pertimbangan hukum yang bertentangan dengan 

aturan hukum lain. 

Putusan ini telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang 

tepat. Tidak ada kaidah dan aturan dalam hukum Islam yang 
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bertentangan dengan putusan ini. Begitu pula peraturan perundang-

undangan yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan mengenai anak 

perempuan yang menghalangi (sebagai hajib hirman) saudara 

sekandung sehingga harta waris seluruhnya menjadi milik anak 

perempuan tidak bertentangan dengan kaidah hukum dalam perundang-

undangan. 

c. Terdapat kejelasan hukum, yang berarti putusan dimengerti dan 

mungkin untuk dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. 

Berdasarkan pendapat Sudikno mengenai hukum merupakan suatu 

aturan yang wajib ditaati, begitu pula putusan hakim. Oleh karenanya 

putusan hakim haruslah berisikan amar atau perintah yang jelas-jelas 

dimengerti dan mungkin dilaksanakan oleh pihak yang berperkara. 

Analisis penulis, amar putusan ini secara eksplisit telah jelas 

memberikan pemahaman kepada para pihak. Amar putusan ini juga 

memuat keputusan yang sangat sekali mungkin untuk dilakukan, yakni 

dengan tetapnya harta warisan yang berada di bawah kekuasaan 

Tergugat (Tati Supiati) seluruhnya menjadi miliknya. 

Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang 

diletakkan oleh Pengadilan Agama Cibadak tanggal 23 

Desember1993 Berita Acara No. 

316/Pdt.G/1993/PA.Cbd tidak sah dan tidak berharga; 

Memerintahkan Pengadilan Agama Cibadak untuk 

mengangkat Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) 

tersebut.
92
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Sebagaimana telah jelas bahwa conservatoir beslag yang dimaksud 

dalam putusan adalah sita jaminan atas barang (tanah dan uang) yang 

di tangan tergugat.
93

 Manakala putusan menyatakan sita jaminan tidak 

sah dan tidak berharga, secara langsung barang tersebut kembali 

menjadi hak milik tergugat (Tati Supiati, anak perempuan pewaris). 

d. Kepastian hukum dalam putusan tidak memihak dalam menerapkan 

aturan hukum. 

Kepastian hukum bukanlah nilai keadilan yang bersifat individualis, 

melainkan kepastian hukum bersifat menyamaratakan. Oleh karenanya 

penerapan hukum berlaku untuk siapapun tanpa terkecuali.  

Analisis penulis, putusan ini telah menerapkan kaidah ini. Hal ini dapat 

dilihat bahwa putusan ini memperlakukan para pihak secara sama 

derajat dalam hukum. Putusan ini juga merupakan adopsi dari putusan 

kasasi sebelumnya yang memiliki kasus serupa yaitu sengketa harta 

waris antara anak perempuan dan saudara sekandung. Hal ini 

menunjukkan bahwa kaidah hukum mengenai kewarisan anak 

perempuan telah digunakan sebelumnya. Dan kaidah hukum ini juga 

digunakan dalam putusan-putusan setelahnya. Sepertihalnya Putusan 

Pengadilan Agama Bangil 538/Pdt.G/2004/PA.Bgl.
94
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3. Kemanfaatan 

a) Terdapat kebaikan yang diproleh setelah putusan dihasilkan. 

Hukum haruslah memberikan manfaat sebesar mungkin kepada 

sebanyak-banyaknya orang. Oleh karenanya, putusan yang dihasilkan 

haruslah menimbulkan kebaikan minimal pada pihak yang berperkara. 

Menurut penulis, putusan ini secara langsung dapat memberikan 

manfaat terkhusus kepada pihak tergugat asli/ pembanding/ termohon 

kasasi (Tati Supiati). 

b) Terdapat kesesuaian pertimbangan dan dasar hukum dengan tata moral 

sosial masyarakat. 

Hukum dibuat dan ditegakkan guna menciptakan kedamaian dan 

ketentraman dalam masyarakat. Hukum yang memiliki fungsi sebagai 

social control dan social engineering haruslah selaras dengan tatanan 

moral masyarakat. Oleh karena itu, pertimbangan dalam putusan 

haruslah sesuai dengan tata moral masyarakat. 

Analisis penulis, pertimbangan hukum mengenai anak perempuan yang 

menghalangi (sebagai hajib hirman) kewarisan saudara sekandung telah 

sesuai dengan hukum kewarisan Islam, tidak ada pertentangan di 

dalamnya. Hal ini selaras dengan mayoritas masyarakat Indonesia yang 

beragama Islam dan sesuai dengan kultur budaya hubungan antara anak 

dengan orang tua lebih dekat dibanding saudara kandungnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Kesimpulan yang didapat dari data-data dan paparan di atas: 

1. Putusan ini menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku sebagai dasar 

pertimbangannya baik secara materiil berupa Kompilasi Hukum Islam, 

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86/K/AG/1994 yang mana 

tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam, maupun secara formil 

berupa Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, Undang-Undang No. 14 

Tahun 1985, dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.  
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2. Eksistensi nilai hukum dalam putusan ini direpresentasikan melalui 

prinsip; Pada nilai keadilan, hakim dalam proses mengadili 

mempertahankan prinsip persamaan hak dan kewajiban para pihak di 

depan hukum, kesesuaian penerapan hukum yang berlaku, dan putusan 

yang keluar mendapatkan pengakuan masyarakat; Pada nilai kepastian 

hukum, putusan yang dihasilkan memuat adanya dasar hukum, tidak ada 

pertentangan antar kaidah hukum, tidak memihak, dan putusan yang jelas; 

Dan pada nilai kemanfaatan, hakim memperhatikan kebaikan yang timbul 

setelah adanya putusan dan adanya kesesuaian pertimbangan hukum 

dengan tata moral masyarakat. 

 

B. Saran-saran 

Hakim sebagai corong hukum dalam penegakan hukum diharapkan lebih 

baik lagi dan menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan dalam 

putusannya. Tujuannya, guna memberikan kesan yang baik terhadap 

masyarakat mengenai penerapan hukum yang sesuai, hukum yang pasti, dan 

memberikan manfaat. Dengan demikian, masyarakah dapat memandangnya 

sebagai hukum yang hidup dan tumbuh sesuai perkembangan masyarakat.
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